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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam subbab m1 disajikan mengenm gambaran umum seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, deskripsi data, analisis data kinerja 

keuangan daerah dan analisis data pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. 

4.1.1 Gambaran umum kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu 

Provinsi Bengkulu terdiri atas satu pemerintahan provinsi yang dikepalai 

oleh gubernur, satu pemerintahan kota yang dikepalai oleh walikota, dan sembilan 

pemerintahan kabupaten yang dikepalai oleh bupati. Seluruh pemerintahan daerah 

terse but meliputi (1) Provinsi Bengkulu, (2) Kota Bengkulu, (3) Kabupaten 

Bengkulu Selatan, (4) Kabupaten Bengkulu Tengah, (5) Kabupaten Bengkulu 

Utara, (6) Kabupaten Mukomuko, (7) Kabupaten Kaur, (8) Kabupaten Seluma, 

(9) Kabupaten Kepahiang, (1 0) Kabupaten Lebong, dan (11) Kabupaten Rejang 

Lebong. Dari semua kabupaten tersebut kebanyakan merupakan daerah 

pemekaran wilayah. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 

tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu terdiri dari empat 

daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten 

69 
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Bengkulu Utara dimekarkan sehingga menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten 

Bengkulu Utara dengan ibukota Argamakmur dan Kabupaten Mukomuko dengan 

ibukota Mukomuko, dalam regulasi yang sama Kabupaten Bengkulu Selatan 

dimekarkan sehingga menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan 

ibukota Manna, Kabupaten Seluma dengan ibukota Tais, dan Kabupaten Kaur 

dengan ibukota Bintuhan. 

Di tahun yang sama, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 memekarkan wilayahnya 

sehingga menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukota 

Curup, Kabupaten Lebong dengan ibukota Muara Aman dan Kabupaten 

Kepahiang dengan ibukota Kepahiang. 

Pada tahun 2008, Kabupaten Bengkulu Utara kembali memekarkan 

wilayahnya menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dengan 

ibukotanya Karang Tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di 

Provinsi Bengkulu dan sejak saat itu pengelolaan wilayah serta pemerintahan 

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu 

Tengah menjadi terpisah. 

4.1.2 Deskripsi data 

Data dalam penelitian m1 menggunakan data sekunder berupa Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) dari 11 

pemerintahan daerah yang terdapat dalam wilayah administratif Provinsi 

Bengkulu yang dipilih dengan metode total sampling. Seluruh sampel dalam 

penelitian ini terdiri atas 1 pemerintah provinsi, 1 pemerintah kota, dan 9 
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pemerintah kabupaten. Data LRAPBD tersebut diperoleh dari Kantor BPK-RI 

Perwakilan Provinsi Bengkulu pada hari Sen in, tanggal 06 April 2015. Data 

sekunder ini merupakan data LRAPBD selama 5 tahun anggaran, yaitu tahun 

2009 s.d. 2013, sehingga jumlah seluruh LRAPBD sebagai data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 eksemplar. 

Data mengenai pertumbuhan ekonomi seluruh kabupatenlkota di Provinsi 

Bengkulu diperoleh dengan menghitung PDRB masing-masing tahun anggaran 

dengan menggunakan persamaan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dinyatakan 

dalam satuan % (persen). Penghitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan pendapatan dengan menjumlahkan Pendapatan Pajak Daerah, Belanja 

Pegawai, Pengeluaran Pembiayaan, dan SiLP A. Berdasarkan data LRAPBD, 

pengukuran terhadap PDRB untuk masing-masing tahun anggaran dilakukan 

dengan menghitung selisih antara total pendapatan dengan total pembiayaan 

(pengeluaran) untuk masing-masing tahun anggaran. 

4.1.3 Analisis data 

Data LRAPBD dari kesebelas kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tahun 

anggaran 2009 s.d. 2013 dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kinerja 

keuangan masing-masing daerah dengan menggunakan rumus masing-masing 

rasio keuangan daerah tersebut. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah digunakan analisis Regresi Linier 

Berganda dengan bantuan aplikasi komputer, yaitu Statistical Program for Social 

Science (SPSS) Version 21 for Windows. Kedua bentuk analisis data dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 
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4.1.3.1 Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 

anggaran 2009 s.d. 2013 

Untuk menganalisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 digunakan 6 (enam) rasio keuangan 

daerah, yaitu ( 1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio 

Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, ( 4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas 

Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) Debt Service Coverage 

Ratio (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio 

Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total 

Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Keenam rasio 

keuangan daerah tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rekapitulasi hasil penghitungan ras10 kemandirian keuangan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 

Tabel4.1 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata/ 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
Rasio Kemandirian (%) 31,47 35,08 37,78 30,96 30,76 33,21 
Kriteria Sedang Sedang Scdang Sedang Scdang Sedang 
Peringkat I I I I I I 
Kota Bengkulu 
Rasio Kemandirian (%) 5,67 4,98 6,43 6,16 5,65 5,78 
Kriteria S. Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah S Rendah S. Rendah 
Peringkat 3 2 2 3 3 2 

Kab. Bengkulu Selatan 
Rasio Kemandirian (%) 6 3,01 3,11 3,37 4,13 3,92 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah 
Peringkat 2 5 4 5 6 4 

Kab. Bengkulu Tengah 
Rasio Kemandirian (%) 1,43 0,95 1,14 1,42 1,47 1,28 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S. Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah 
Peringkat II II II II II II 
Kab. Bengkulu Utara 
Rasio Kemandirian (%) 2,95 4,14 2,89 3,97 4,37 3,66 
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Kriteria S Rcndah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah 
Perino kat 7 3 5 4 5 5 
Kab. Mukomuko 
Rasio Kemandirian (%) 2,34 2,27 2,23 1,99 2,38 2,24 
Kriteria S. Rendah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah 
Peringkat 9 7 7 8 9 7 
Kab. Kaur 
Rasio Kemandirian (%) 3,08 1,91 1,86 1,80 2,24 2,18 
Kriteria S. Rendah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah S Rendah 
Peringkat 6 9 9 10 10 9 
Kab. Seluma 
Rasio Kemandirian (%) 1,73 1,58 1,24 2,21 3,05 1,96 
Kriteria S. Rcndah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah 
Peringkat 10 10 10 7 7 10 
Kab. Kepahiang 
Rasio Kemandirian (%) 3,28 2,53 2,87 3,25 5,36 3,46 
Kriteria S Rendah S Rendah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah 
Peringkat 5 6 6 6 4 6 
Kab. Lebong 
Rasio Kemandirian (%) 2,47 1,92 2,01 1,92 2,73 2,21 

Kriteria S. Rendah S Rcndah S. Rendah S. Rcndah S. Rendah S. Rendah 
Peringkat 8 8 8 9 8 8 

Kab. R~angLebong 
Rasio Kemandirian (%) 4,15 3,47 3,55 7,48 8,42 5,41 
Kriteria S Rendah S Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah S Rcndah 
Peringkat 4 4 3 2 2 3 
Rata-rataltahun (%) 5,87 5,62 5,92 5,87 6,41 5,94 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 1) 

Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata ras10 kemandirian kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 5,87%, tahun 2010 sebesar 5,62% (rasio 

terendah), tahun 2011 sebesar 5,92%, tahun 2012 sebesar 5,87%, dan tahun 2013 

sebesar 6,41% (rasio tertinggi). Selama lima tahun anggaran tersebut, rasio 

kemandirian mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2012 dengan kriteria 

sangat rendah. 

Secara keseluruhan, ras10 kemandirian dari seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi 

adalah Provinsi Bengkulu sebesar 33,21% (sedang), rata-rata rasio terendah 

adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1,28% (sangat rendah), dan rata-rata 

rasio selama 5 tahun anggaran tersebut sebesar 5,94% (sangat rendah). Hanya 

1 daerah (9,09) dengan kriteria sedang, yaitu Provinsi Bengkulu dan 10 daerah 

(90,91 %) dengan kriteria sangat rendah. 
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2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio efektivitas keuangan kabupatenlkota 

di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel4.2 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata! 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
Rasio Efektivitas (%) 85,35 93, II I 00,59 100,27 - 94,83 
Kriteria C Efektif Efektif S Efektif S. Efektif - Efektif 
Peringkat II 9 3 7 - II 
Kota Bengkulu 
Rasio Efektivitas (%) 96,84 98,22 99,34 98,26 - 98,17 
Kriteria Efektif Efektif Efektif Efcktif - Efektif 
Peringkat 8 6 5 10 - 7 

Kab. Bengkulu Selatan 
Rasio Efektivitas (%) 101,44 99,62 99,46 101,52 - 100,51 
Kriteria S Efektif Efektif Efektif S Efektif - S Efektif 
Peringkat 4 5 4 4 - 3 
Bengkulu Tel]g<lh 
Rasio Efektivitas (%) 100,99 100,69 98,79 99,26 - 99,93 
Kriteria S Efektif S. Efektif Efektif Efcktif - Efektif 
Peringkat 5 3 9 8 - 4 

Kab. Bengkulu Utara 
Rasio Efektivitas (%) 102,54 102,07 101,22 108,20 - 103,51 
Kriteria S. Efektif S Efektif S. Efektif S. Efektif - S. Efektif 
Peringkat 2 2 I I - I 

Kab. Mukomuko 
Rasio Efektivitas (%) 90,58 91,68 100,83 I 00,32 - 95,85 
Kritcria Efektif Efektif S. Efektif S Efcktif - Efektif 
Peringkat 10 10 2 6 - 10 

Kab. Kaur 
Rasio Efektivitas (%) 97,13 97,18 98,85 101,02 - 98,55 
Kritcria Efektif Efektif Efektif S. Efektif - Efektif 
Peringkat 7 7 8 5 - 6 

Kab. Seluma 
Rasio Efektivitas (%) 102,72 90,54 96,92 101,76 - 97,99 
Klasifikasi S Efektif Efektif Efektif S. Efektif - Efektif 
Peringkat I II II 3 - 8 

Kab. Kepahiang 
Rasio Efektivitas (%) 97,36 95,72 98,94 98,90 - 97,73 
Kriteria Efektif Efektif Efektif Efektif - Efektif 
Permgkat 6 8 7 9 - 9 

Kab. Lebong 
Rasio Efektivitas (%) 96,80 102,40 99,23 97,30 - 98,93 
Kriteria Efektif S Efektif Efektif Efektif - Efektif 
Peringkat 9 I 6 II - 5 

Kab. Relang Lebo~ 
Rasio Efektivitas (%) 102,16 100,03 98,41 103,35 - 100,99 
Kriteria S. Efektif S. Efektif Efektif S. Efektif - S. Efektif 
Peringkat 3 4 10 2 - 2 

Rata-rataltahun (%) 97,63 97,39 99,33 100,92 - 98,82 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 2) 

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata ras10 efektivitas kabupatenlkota di 

Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 97,63%, tahun 2010 sebesar 97,39% (rasio 
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terendah), tahun 2011 sebesar 99,33%, tahun 2012 sebesar 100,92% (rasio 

tertinggi), dan tahun 2013 tidak dapat dihitung ( ditentukan), karena pos 

pendapatan daerah dalam bentuk anggaran tidak dicantumkan 1agi dalam 

LRAPBD. Selama empat tahun anggaran tersebut terjadi penurunan ras10 

efektivitas keuangan daerah, tahun 2010 dengan kriteria efektif. 

Secara keseluruhan, rasw efektivitas dari seluruh kabupatenlkota 

di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasw 

tertinggi adalah Bengkulu Utara sebesar 103,51% (sangat efektif), rata-rata rasio 

terendah Provinsi Bengkulu adalah sebesar 94,83% (efektif), dan rata-rata rasio 

selama 5 tahun tersebut sebesar 98,82% (efektif). Terdapat 8 daerah (72,73%) 

dengan kriteria efektif dan 3 daerah (27,27%) dengan kriteria sangat efektif. 

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio efisiensi keuangan kabupatenlkota 

di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel4.3 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten!Kota 
di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Angg_aran Rata-rata! 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
Rasio Efisiensi (%) 87,15 90,28 85,33 86,78 - 87,39 
Kriteria C. Efisien K. Efisien C. Efisien C. Efisien - C. Efisien 
Peringkat 2 5 2 3 - 2 

Kota Bengkulu 
Rasio Efisiensi (%) 93,75 95,28 96,60 94,37 - 95,05 
Kriteria K. Efisien K. Efisien K. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 6 II II 6 - 10 

Kab. Bengkulu Selatan 
Rasio Efisiensi (%) 94,30 93,97 94,99 94,89 - 94,54 
Kriteria K. Efisien K. Efisien K. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 8 8 10 8 - 7 

Kab. Bengkulu Tengah 
Rasio Efisiensi (%) 93,78 87,78 94,14 95,54 - 92,81 
Kriteria K. Efisien C. Efisien K. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 7 I 7 9 - 6 

Kab. Bengkulu Utara 
Rasio Efisiensi (%) 104,24 92,80 84,56 97,38 - 94,75 
Kriteria T. Efisien K. Efisien C. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat II 7 I II - 9 
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Kab. Mukomuko 
Rasio Efisiensi 90,86 89,31 94.60 72,93 - 86,93 
Kriteria K. Etisicn C Etisien K. Etisien Etisien - C Efisien 
Peringkat 4 3 8 I - I 
Kab. Kaur 
Rasio Etisiensi 95,74 95,05 94,95 94,68 - 95,11 
Kriteria K. Efisien K. Efisien K. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 10 10 9 7 - II 
Kab. Seluma 
Rasio Efisiensi (%) 90,03 88,27 92,82 82,73 - 88,46 
Kriteria K. Efisien C Efisien K. Efisien C. Efisien - C Efisien 
Peringkat 3 2 4 2 - 3 
Kab. Kepahiang 
Rasio Efisiensi (%) 92,90 91,40 93,16 88,31 - 91,44 
Kriteria K. Elisien K. Elisien K. Efisien C. Elisien - K. Efisien 
Peringkat 5 6 5 4 - 5 

Kab. Lebong 
Rasio Efisiensi (%) 84,71 89,37 91,45 89,03 - 88,64 
Kriteria C. Efisien C Efisien .;K. Efisien C Elisien - C. Efisien 
Peringkat I 4 3 5 - 4 
Kab. Rejang Lebong 
Rasio Efisiensi (%) 94,70 94,64 93,17 96,32 - 94,71 
Kriteria K. Efisien K. Etisien K. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 9 9 6 10 - 8 

Rata-rataltahun (%) 92,92 91,65 92,36 90,27 - 91,80 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 3) 

Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata rasio efisiensi kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun 2009 sebesar 92,92% (rasio tertinggi), tahun 2010 sebesar 

91,65%, tahun 2011 sebesar 92,36%, tahun 2012 sebesar 90,27% (rasio terendah), 

dan tahun 2013 tidak dapat dihitung, karena anggaran pendapatan daerah tidak 

dicantumkan lagi da1am LRAPBD. Se1ama empat tahun anggaran tersebut terjadi 

penurunan rasio pada tahun 2010 dan 2012. 

Secara keseluruhan, rasio efisiensi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah 

Kabupaten Mukomuko sebesar 86,93% (cukup efisien), rata-rata rasio terendah 

adalah Kabupaten Kaur sebesar 95,11% (kurang efisien), dan rata-rata rasio 

se1ama 5 tahun terse but sebesar 91,80% (kurang efisien). Terdapat 4 daerah 

(36,36%) dengan kriteria cukup efisien dan 7 daerah (64,64%) dengan kriteria 

kurang efisien. 
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4. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja) Daerah 

Rasio aktivitas terdiri atas dua rasio, yaitu ( 1) Rasio Belanja Rutin 

terhadap PAD dan (2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD. Kedua jenis 

rasio aktivitas tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Rasio Belanja Rutin terhadap PAD 

Rekapitulasi hasil penghitungan ras10 belanja rutin terhadap PAD 

kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 

Tabel4.4 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Belanja Rutin terhadap PAD 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata/ 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
RBRPAD(%) 32,50 35,38 33,13 36,70 41,03 35,75 
Kriteria C. Scrasi C Serasi C. Serasi C. Scrasi Serasi C. Serasi 
Peringkat 8 9 II 9 2 8 

Kota Bengkulu 
RBRPAD(%) 39,99 40,76 42,48 43,88 38,99 41,22 
Kriteria C. Serasi Serasi Serasi Serasi C. Serasi Serasi 
Peringkat 3 2 I I 5 2 

Kab. Bengkulu Selatan 
RBRPAD(%) 40,06 44,22 42,00 41,61 45,55 42,69 
Kriteria Serasi Serasi Serasi Serasi Serasi Serasi 
Peringkat 2 I 2 2 I I 

Kab. Bengkulu Tengah 
RBRPAD(%) 44,15 30,90 36,12 40,59 39,51 38,25 
Kriteria Serasi C. Serasi C. Serasi Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat I 10 7 4 4 5 

Kab. Bengkulu Utara 
RBRPAD(%) 38,79 40,32 37,21 38,69 40,67 39,14 
Kriteria C. Serasi Serasi C. Serasi C. Serasi Serasi C. Serasi 
Peringkat 4 3 6 6 3 3 

Kab. Mukomuko 
RBRPAD (%) 29,48 38,86 37,32 38,80 38,03 36,50 
Kriteria T. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat 9 5 5 5 7 7 

Kab. Kaur 
RBRPAD(%) 34,52 38,53 38,01 38,59 38,86 37,70 
Kriteria C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat 6 6 4 7 6 6 

Kab. Seluma 
RBRPAD(%) 33,29 37,63 33,60 35,38 37,70 35,52 
Kriteria C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat 7 7 10 II 8 9 

Kab. Kepahiang 
RBRPAD (%) 28,66 29,82 34,10 36,22 32,05 32,17 
Kriteria T. Serasi T. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat 10 II 9 10 II II 

Kab. Lebong_ 
RBRPAD(%) 27,54 36,90 35,91 37,15 37,43 34,99 
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Kriteria T. Serasi C Serasi C Serasi C Serasi C Serasi C Scrasi 
Peringkat II 8 8 8 9 10 
Kab. Rejang Lebong 
RBRPAD (%) 36,92 38,95 40,72 40,94 34,30 38,37 
Kriteria C. Serasi C Serasi Serasi Serasi C. Scrasi C. Serasi 
Peringkat 5 4 3 3 10 4 
Rata-rataltahun (%) 35,08 37,48 37,33 38,96 38,56 37,48 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 4.1) 
Keterangan: RBRP AD= Rasio Belanja Rutin terhadap PAD 

Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata rasio belanja rutin terhadap PAD 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 35,08% (rasio terendah), 

tahun 2010 sebesar 37,48%, tahun 2011 sebesar 37,33%, tahun 2012 sebesar 

38,96% (rasio tertinggi), dan tahun 2013 sebesar 38,56%. Selama lima tahun 

anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2011, 2013. 

Secara keseluruhan, rasio belanja rutin terhadap PAD dari seluruh 

kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-

rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 42,69% (serasi), 

rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 32,17% ( cukup 

serasi), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 37,48% (cukup serasi). 

Terdapat 2 daerah ( 18,18%) dengan kriteria serasi dan 9 daerah (81 ,82%) dengan 

kriteria cukup serasi. 

b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 

Rekapitulasi hasil penghitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap 

PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel4.5 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata! 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
RBPPAD(%) 13,49 8,41 10,64 9,92 8,33 10,16 
Kriteria S.T. Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi 
Peringkat 7 10 6 7 9 9 
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Kota Bengkulu 
RBPPAD (%) 11,23 9,60 6,80 4,79 8,08 8,10 
Kriteria ST Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi 
Peringkat 9 8 II II 10 II 
Kab. Benokulu Selatan 
RBPPAD (%) 18,27 5,50 7,80 7,32 7,37 9,25 
Kriteria T. Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi S.T Serasi 
Peringkat 4 II 10 10 II 10 

Kab. Bengkulu Tengah 
RBPPAD(%) 3,98 16,00 15,17 9,55 12,66 11,47 
Kriteria S.T. Serasi T. Serasi T. Serasi S.T. Serasi S.T Scrasi S.T Serasi 
Peringkat II 2 2 8 4 7 

Kab. Bengku1u Utara 
RBPPAD(%) 10,83 9,55 10,04 13,07 9,35 10,57 
Kriteria ST Serasi S.T Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi ST Serasi S.T Serasi 
Peringkat 10 9 7 I 8 8 

Kab. Mukomuko 
RBPPAD(%) 20,11 11,62 9,53 10,47 10,63 12,47 
Kriteria T. Serasi S.T Serasi S.T. Serasi S.T Serasi S.T. Serasi S.T Seras1 
Peringkat 3 5 8 5 7 5 

Kab. Kaur 
RBPPAD(%) 16,91 11,37 11,30 10,56 11,46 12,32 
Kriteria T. Serasi S.T Serasi S.T. Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi 
Peringkat 5 6 5 4 6 6 
Kab. Se1uma 
RBPPAD (%) 15,89 14,18 15,98 10.16 12,94 13,83 
Kriteria T. Serasi S.T. Serasi T. Serasi S.T Scrasi S.T Scrasi S.T Serasi 
Pcringkat 6 3 I 6 3 4 
Kab. Kepahiang_ 
RBPPAD(%) 23,41 20,12 14,82 12,02 20,22 18,12 
Kriteria T. Serasi T. Scrasi S.T Serasi S.T Serasi T. Serasi T Serasi 
Pcringkat 1 I 3 3 2 I 

Kab. Lebong 
RBPPAD(%) 23,18 13,27 12,53 12.19 12,47 14,73 
Kriteria T. Serasi S.T. Serasi S.T. Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Scrasi 
Peringkat 2 4 4 2 5 2 

Kab. Rejang Lebong 
RBPPAD (%) 13,48 10,69 8,66 8,53 29,76 14,22 
Kriteria ST. Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi T. Serasi S.T Serasi 
Pcnngkat 8 7 9 9 1 3 

Rata-rata!tahun (%) I 5,53 11,85 11,21 9.87 13,02 12,29 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 4.2) 
Keterangan: RBPP AD = Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 

Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata rasio belanja pembangunan terhadap 

PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 15,53% (rasio 

tertinggi), tahun 2010 sebesar 11,85%, tahun 2011 sebesar 11,21%, tahun 2012 

sebesar 9,87% (rasio terendah), dan tahun 2013 sebesar 13,02%. Selama lima 

tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2010,2011, dan 2012. 

Secara keseluruhan, rasio belanja pembangunan terhadap PAD dari 

seluruh kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 

dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 18,12% 
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(tidak serasi), rata-rata rasw terendah adalah Kota Bengkulu sebesar 8,10% 

(sangat tidak serasi), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 12,29% 

(san gat tidak serasi). Hanya 1 daerah (9 ,09%) dengan kriteria tidak serasi dan 10 

daerah (90,91) dengan kriteria serasi. 

Se1anjutnya, rekapitu1asi hasil penghitungan rasio aktivitas kabupaten/kota 

di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 yang terdiri atas rasio belanja 

rutin terhadap PAD dan rasio belanja pembangunan terhadap PAD dapat dilihat 

pada Tabel4.6 

Tabel4.6 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata! 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
RBRPAD(%) 32,50 35.38 33,13 36,70 41,03 35,75 
RBPPAD (%) 13,49 8,41 10,64 9,92 8,33 10,16 

Rasio Aktivitas (%) 23,00 21,90 21,89 23.31 24,68 22,95 
Kriteria T. Serasi T Serasi T Serasi T Serasi T Scrasi T Serasi 
Peringkat II II II 10 9 II 
Kota Bengkulu 
RBRPAD(%) 39,99 40,76 42,48 43,88 38,99 41,22 
RBPPAD (%) 11,23 9,60 6,80 4,79 8,08 8.10 

Rasio Aktivitas (%) 25,61 25.18 24,64 24,34 23,54 24,66 
Kriteria T. Serasi T Serasi T. Serasi T Serasi T Serasi T Serasi 
Peringkat 4 4 6 8 II 8 
Kab. Bengkulu Selatan 
RBRPAD(%) 40,06 44,22 42,00 41,61 45,55 42,69 
RBPPAD (%) 18,27 5,50 7,80 7,32 7,37 9,25 

Rasio Aktivitas (%) 29,17 24,86 24,90 24,47 26,46 25,97 
Kriteria T. Serasi T. Serasi T Serasi T Serasi T Scrasi T Serasi 
Peringkat I 7 2 7 3 2 

Kab. Bengkulu Ten_g_ah 
RBRPAD(%) 44,15 30,90 36,12 40,59 39,51 38,25 
RBPPAD(%) 3,98 16,00 15.17 9,55 12,66 11.47 

Rasio Aktivitas (%) 24,07 23,45 25.65 25,07 26,09 24.86 
Kriteria T Serasi T. Serasi T Serasi T Serasi T Serasi T Serasi 
Peringkat 10 10 I 2 4 5 

Kab. Bengkulu Utara 
RBRPAD(%) 38,79 40,32 37,21 38,69 40,67 39,14 
RBPPAD(%) 10,83 9,55 10,04 13,07 9,35 10,57 

Rasio Aktivitas (%) 24,81 24,94 23,63 25,88 25,01 24,85 
Kriteria T Serasi T. Serasi T Serasi T Serasi T. Serasi T Serasi 
Peringkat 7 6 9 I 7 6 

Kab. Mukomuko 
RBRPAD(%) 29,48 38,86 37,32 38,80 38,03 36,50 
RBPPAD (%) 20,11 11,62 9,53 10,47 10,63 12,47 

Rasio Aktivitas (%) 24,80 25,24 23,43 24,64 24,33 24,49 

Kriteria T Serasi T Serasi T Serasi T. Serasi T. Serasi T. Serasi 
Peringkat 8 2 10 5 10 9 

Kab. Kaur 
RBRPAD(%) 34,52 38,53 38,01 38,59 38,86 37,70 
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RBPPAD(%) 16,91 11,37 11,30 10,56 11,46 12,32 

Rasio Aktivitas (%) 25,72 24,95 24,66 24,58 25,16 25,01 
Kriteria T Serasi T. Serasi T Serasi T. Serasi T. Serasi T. Serasi 
Peringkat 3 5 5 6 6 3 
Kab. Seluma 
RBRPAD(%) 33.29 37,63 33,60 35,38 37,70 35,52 
RBPPAD(%) 15,89 14,18 15.98 10,16 12,94 13.83 

Rasio Aktivitas (%) 24,59 25,91 24,79 22,77 25,32 24,68 
Kriteria T Serasi T Serasi T. Scrasi T Serasi T. Serasi T. Serasi 
Peringkat 9 I 3 II 5 7 

Kab. Kepahiang 
RBRPAD(%) 28,66 29,82 34,10 36,22 32,05 32,17 
RBPPAD (%) 23,41 20,12 14,82 12,02 20,22 18,12 

Rata-rata(%) 26,03 24,97 24,46 24,12 26,14 25,14 
Kriteria T Serasi T Serasi T Serasi T. Serasi T. Serasi T. Serasi 
Peringkat 2 5 7 9 4 10 

Kab. Lebong 
RBRPAD(%) 27,54 36,90 35.91 37,15 37,43 34,99 
RBPPAD(%) 23.18 13.27 12.53 12,19 12,47 14,73 

Rasio Aktivitas (%) 25,36 25,09 24,22 24,67 24,95 24,86 
Kriteria T. Serasi T Seras1 T. Serasi T. Serasi T. Serasi T. Serasi 
Peringkat 5 3 8 4 8 4 

Kab. Rejang Lebong 
RBRPAD(%) 36,92 38,95 40,72 40,94 34,30 38,37 
RBPPAD(%) 13,48 10,69 8,66 8,53 29,76 14,22 

Rasio Aktivitas (%) 25,20 24,82 24,69 24,74 32,03 26,30 
Kriteria T. Scrasi T Scrasi T Serasi T. Serasi Serasi T. Serasi 
Pcringkat 6 8 4 3 I I 

Rata-rataltahun (%) 25,30 24.66 24.27 24,42 25,79 24,89 

Sumber: Data D10lah, 2015 
Keterangan: RBRP AD= Rasio Be1anja Rutin terhadap PAD 

: RBPP AD = Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata rasio aktivitas kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu berdasarkan nilai rasio belanja rutin terhadap PAD dan rasio belanja 

pembangunan terhadap PAD tahun 2009 sebesar 25,30%, tahun 2010 sebesar 

24,66%, tahun 2011 sebesar 24,27% (terendah), tahun 2012 sebesar 24,42%, dan 

tahun 2013 sebesar 25,79% (rasio tertinggi). Selama lima tahun anggaran terse but 

terjadi penurunan rasio pada tahun 2010, 2011, dan 2012. 

Secara keseluruhan, rasio aktivitas dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah 

Kabupaten Rejang Lebong sebesar 26,30% (tidak serasi), rata-rata rasio terendah 

adalah Provinsi Bengkulu sebesar 22,95% (tidak serasi), dan rata-rata rasio se1ama 

5 tahun tersebut sebesar 24,89% (tidak serasi). Semua daerah (100%) dengan 

kriteria tidak serasi. 

16/41944.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



82 

5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

Rekapitulasi hasil penghitungan DSCR kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4. 7 

Tabel4.7 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan DSCR Kabupaten!Kota di Provinsi 
Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata! 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengkulu 
DSCR(%) I ,03 - 35,39 - 8,34 14,91 

Kota Bengkulu 
DSCR (%) - -27,37 -3,18 -1,20 -34,77 -16,63 

Kab. Bengkulu Selatan 
DSCR (%) - -23,89 0,46 -2,64 -39,12 -16,30 

Kab. Bengkulu Tengah 
DSCR (%) - 34,61 - -1,22 -36,17 -0,93 

Kab. Bengkulu Utara 
DSCR (%) - - - - -42,45 -42,45 

Kab. Mukomuko 
DSCR (%) 1,81 5,77 -2,30 3,64 17,53 5,29 

Kab. Kaur 
DSCR (%) 3,39 2,51 7,17 -1,97 2,78 

Kab. Seluma 
DSCR(%) - - 18,91 - 25,48 22,20 

Kab. Kepahiang 
DSCR(%) - 75,18 1,31 14,86 24,33 28,92 

Kab. Lebong 
DSCR(%) - 2,50 1,99 9,50 0,88 3,72 

Kab. Rejang Lebong 
DSCR (%) 8.04 -5,01 - 10,72 31,91 11,41 

Rata-rataltahun (%) 3,63 8,15 6,89 5,10 -4,18 1,18 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 5) 

Tabel 4.7 menunjukkan rata-rata DSCR kabupatenlkota di Provinsi 

Bengkulu hanya ditentukan berdasarkan tahun anggaran pemerintah daerah 

memiliki hutang dengan pihak lain (pihak ketiga). Selain itu, tidak semua daerah 

memiliki hutang (pinjaman), sehingga daerah yang tidak memiliki hutang tidak 

dapat ditentukan DSCR-nya. Implikasinya, pemeringkatan tidak dapat dilakukan 

secara keseluruhan (untuk 5 tahun anggaran). 

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang ada (tahun-tahun tertentu saja), 

DSCR dari seluruh kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 

2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 
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28,92% dengan kemampuan yang melebihi jumlah hutang yang ada, rata-rata 

rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar -42,45% (tidak mampu 

mengembalikan hutang pada tahun anggaran yang sama), dan rata-rata rasio 

selama 5 tahun terse but sebesar I, 18% (mampu mengembalikan hutang selama 5 

tahun anggaran tersebut). Terdapat 4 daerah (36,36%) yang tidak mampu 

mengembalikan hutang dan 7 daerah (63,64%) yang mampu mengembalikan 

hutang. 

6. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan terdiri atas tiga rasio lagi, yaitu (a) Rasio Penerimaan 

PAD, (b) Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan (c) Rasio Pertumbuhan 

Belanja Pembangunan. 

a. Rasio Penerimaan PAD 

Rekapitulasi hasil penghitungan Rasio Penerimaan PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel4.8 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Penerimaan PAD Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata/ 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 
Provinsi Bengkulu 
RPPAD (%) -0,45 22,00 102,87 -32,08 1,29 18,73 
Kriteria Menurun Mcningkat Meningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 8 3 I II 10 5 
Kota Bengkulu 
RPPAD (%) 9,68 -0,98 47,38 6,08 10,24 14,48 
Kriteria Mcningkat Menurun Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 6 5 2 8 9 9 
Kab. Bengkulu Selatan 
RPPAD (%) 72,56 -46,04 24,08 28,14 29,31 21,61 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 
Peringkat I II 6 5 5 4 

Kab. Bengkulu Tengah 
RPPAD(%) - 89,81 41,68 29,22 17,65 44,59 
Kriteria - Meningkat Menu run Menurun Menurun Meningkat 
Peringkat - I 3 4 7 I 

Kab. Bengkulu Utara 
RPPAD (%) -15,39 52,46 -6,17 32,52 18,98 16,48 
Kriteria Menurun Meningkat Menu run Meningkat Menu run Meningkat 
Peringkat 9 2 II 3 6 8 
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Kab. Mukomuko 
RPPAD (%) 34,53 0,69 3.39 
Kriteria Meningkat Mcnurun Meningkat 
Peringkat 4 4 9 

Kab. Kaur 
RPPAD (%) 56,64 -32,91 12,64 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 2 10 7 

Kab. Seluma 
RPPAD(%) 42,87 -6,94 0,29 
Kriteria Meningkat Menurun Mcningkat 
Peringkat 3 6 10 

Kab. Kepahiang 
RPPAD (%) 27,38 -19,29 24,38 
Kriteria Meningkat Menu run Mcningkat 
Peringkat 5 9 5 

Kab. Lebong 
RPPAD (%) -38,56 -18,64 24,53 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 10 8 4 

Kab. Rejang Lebong 
RPPAD(%) -0,26 -10,04 10,93 
Kriteria Menurun Menu run Mcningkat 
Peringkat 7 7 8 

Rata-rataltahun (%) 18,90 2,74 26,00 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lamp iran 6.1) 
Keterangan: RPP AD = Rasio Penerimaan PAD 
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-I ,32 -86,04 -9,75 
Menu run Mcnurun Mcnunm 

10 II II 

14,26 32,89 16,70 
Meningkat Meningkat Meningkat 

7 4 7 

93,68 63,85 38,75 
Meningkat Menurun Meningkat 

2 2 2 

15,90 39,83 17,64 
Menu run Meningkat Meningkat 

6 3 6 

-0,53 65,55 6,47 
Menurun Meningkat Meningkat 

9 I 10 

137,63 13,39 30,33 
Meningkat Menurun Meningkat 

I 8 3 

29,41 18,81 19,64 

Tabel 4.8 menunjukkan rata-rata rasio penerimaan PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 18,90%, namun rasio ini tidak dapat 

dihitung untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, karena data LRAPBD tahun 2008 

belum ada (baru terbentuk hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara), 

tahun 2010 sebesar 2,74% (rasio terendah), tahun 2011 sebesar 26,00%, tahun 

2012 sebesar 29,41% (rasio tertinggi), dan tahun 2013 sebesar 18,81%. 

Secara keseluruhan, rasio penerimaan PAD dari seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi 

adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 44,59% (meningkat), rata-rata rasio 

terendah adalah Kabupaten Mukomuko sebesar -9,75% (menurun), dan rata-rata 

rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 19,64% (meningkat). Hanya satu daerah 

(9,09%) yang mengalami penurunan dan 9 daerah (90,91) mengalami 

peningkatan. 
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b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 

Rekapitulasi hasil penghitungan ras10 pertumbuhan total pendapatan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 

Tabel4.9 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata/ 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 
Provinsi Bengkulu 
RPTP(%) -15,53 9,46 16,60 33,89 1,97 9,28 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 9 3 6 I 9 7 
Kota Bengkulu 
RPTP(%) 4.97 12,61 14,21 10,69 20,24 12,24 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 3 2 8 5 I 2 
Kab. Bengkulu Selatan 
RPTP(%) -2,21 7,47 20,00 18,27 5,70 9,84 
Kriteria Mcnurun Meningkat Meningkat Mcnurun Menu run Meningkat 
Peringkat 7 6 3 2 7 6 
Kab. Bengkulu Tengah 
RPTP(%) - 187,14 18,01 3,28 13,60 55,51 
Kriteria - Meningkat Menurun Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat - I 5 9 4 I 
Kab. Bengkulu Utara 
RPTP(%) -18,59 8,69 34,05 -3,30 8,20 5,81 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 10 4 I II 5 9 
Kab. Mukomuko 
RPTP (%) 15,18 3,53 5,28 10,67 2,22 7,38 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat I 10 II 6 8 8 
Kab. Kaur 
RPTP (%) 4,29 7,53 15,58 17,87 7,06 10,47 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 4 5 7 3 6 4 
Kab. Seluma 
RPTP (%) 1,08 1,30 27,35 9,69 18,33 11,55 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 6 II 2 7 2 3 
Kab. Kepahiang 
RPTP(%) 8,41 4,31 9,35 2,76 -15,07 1,95 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Menurun Menurun Meningkat 
Peringkat 2 9 9 10 I II 

Kab. Lebong 
RPTP (%) 4,16 4,65 18,54 4,13 16,98 9,69 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 5 8 4 8 3 5 
Kab. Rejang Lebong 
RPTP (%) -5,77 7,54 8,18 13,00 0,007 4,59 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 8 7 10 4 10 10 
Rata-rata/tahun (%) -0,40 23,11 17,01 11,00 7,20 12,60 

Sumber: Data DI01ah, 2015 (Lampuan 2.2) 
Keterangan: RPTP = Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 
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Tabel 4.9 menunjukkan rata-rata rasto pertumbuhan total pendapatan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar -0,40% (rasio terendah) 

yang artinya mengalami penurunan selama tahun tersebut, namun rasio ini tidak 

dapat dihitung untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, karena data LRAPBD tahun 

2008 belum ada (baru terbentuk hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu 

Utara), tahun 2010 sebesar 23,11% (rasio tertinggi) selama tahun terse but, tahun 

2011 sebesar 17,01%, tahun 2012 sebesar 11,00%, dan tahun 2013 sebesar 7,20%. 

Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan total pendapatan dari seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-

rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Tengah sebesar 55,51% (meningkat), rata-

rata rasio terendah adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 1,95% (meningkat), dan 

rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 12,60% (meningkat). Seluruh 

daerah ( 1 00%) dengan rasio pertumbuhan total pendapatan yang mengalami 

peningkatan. 

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio pertumbuhan belanja pembangunan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 

Tabel4.10 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata/ 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 

Provinsi Bengku1u 
RPBP (%) -35,85 -33,74 33,82 31,41 4,52 0,03 
Kriteria Menu run Meningkat Meningkat Menurun Menurun Meningkat 
Peringkat 9 8 4 2 7 8 

Kota Bengku1u 
RPBP (%) 6,72 -5,53 -20,71 -23,11 95,68 10,61 
Kriteria Meningkat Menurun Menurun Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 3 4 10 9 1 3 

Kab. Bengku1u Se1atan 
RPBP (%) -36,29 -39,28 69,29 7,33 13,47 2,90 
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Kritcna Menu run Menurun Meningkat Menurun Mcningkat Menmgkat 
Peringkat 10 9 1 6 5 7 
Kab. Bengkulu Tengah 
RPBP(%) - 103,33 21,56 -36,44 4,74 23,30 
Kriteria - Meningkat Menurun Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat - 1 5 11 8 1 
Kab. Bengku1u Utara 
RPBP (%) -21,98 -3,67 33.87 37,57 -2527 4,10 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 8 2 3 1 11 4 
Kab. Mukomuko 
RPBP(%) 65,81 -43,74 -13,21 28,16 20,52 11,51 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 1 10 9 3 3 2 
Kab. Kaur 
RPBP(%) 2,36 -30,08 13,54 9,83 18,90 2,91 
Kriteria Mcningkat Menu run Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 4 7 6 5 4 6 
Kab. Se1uma 
RPBP (%) 15,44 -4,63 37,20 -35,10 5,24 3,63 
Kriteria Meningkat Menurun Mcningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 2 3 2 10 6 5 
Kab. Kepahiang 
RPBP(%) -8,86 -14,16 -21,09 -17,75 1,12 -12,15 
Kriteria Menu run Menurun Menurun Mcningkat Mcningkat Menurun 
Peringkat 5 5 11 8 9 10 
Kab. Lebong 
RPBP (%) -5,65 -94,07 7,97 328 -20,55 -21,80 
Kriteria Menurun Menu run Meningkat Menu run Menurun Mcnurun 
Peringkat 6 11 7 7 10 11 

Kab. Rejang Lcbong 
RPBP (%) -21,73 -15,81 -13,00 1 LIS 30,17 -1,84 
Kriteria Menurun Meningkat Mcningkat Meningkat Meningkat Menurun 
Pcringkat 7 6 8 4 2 9 
Rata-rataltahun (%) -4,00 -16,49 13,57 1,48 13,50 2,11 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 6.3) 
Keterangan: RPBP = Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 

Tabel 4.10 menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan belanja 

pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar -4,00%, 

namun rasio ini tidak dapat dihitung untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, karena 

data LRAPBD tahun 2008 belum ada (baru terbentuk hasil pemekaran dari 

Kabupaten Bengkulu Utara), tahun 2010 sebesar -16,49% (rasio terendah) yang 

artinya mengalami penurunan selama tahun terse but, tahun 2011 sebesar 13,57% 

(rasio tertinggi) yang artinya mengalami peningkatan selama tahun anggaran 

terse but, tahun 2012 sebesar 1 ,48%, dan tahun 2013 sebesar 13,50%. 

Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan belanja pembangunan dari seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-

rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 23,30% 

16/41944.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



88 

(meningkat), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -21,80% 

(menurun), dan rata-rata rasio se1ama 5 tahun terse but sebesar 2,11% (meningkat). 

Terdapat 3 daerah (27,27%) yang mengalami penurunan dan 8 daerah (72,73%) 

mengalami pertumbuhan (peningkatan). 

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan rasiO pertumbuhan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 yang terdiri 

atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio 

Pertumbuhan Belanja Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.11 

Tabel4.11 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten!Kota di 
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata! 

2009 2010 2011 2012 2013 5 tahun 
Provinsi Bengkulu 
RPPAD(%) -0,45 22,00 102,87 -32,08 1,29 18,73 
RPTP (%) -15,53 9,46 16,60 33,89 1,97 9,28 
RPBP (%) -35,85 -33,74 33.82 31,41 4,52 0,03 
Rasio Pertumbuhan (%) -17,28 -0,76 51,10 11,07 2,59 9,35 
Kriteria Menu run Meningkat Meningkat Menu run Menurun Meningkat 
Peringkat 9 4 I 7 10 7 
Kota Bengkulu 
RPPAD (%) 9,68 -0,98 47.38 6,08 10,24 14,48 
RPTP (%) 4,97 12,61 14,21 10,69 20,24 12,24 
RPBP(%) 6,72 -5.53 -20,71 -23,11 95,68 10,61 
Rasio Pertumbuhan (%) 7,12 2,03 13,63 -2,11 42,05 12,54 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 6 3 8 II I 3 
Kab. Bengkulu Selatan 
RPPAD(%) 72,56 -46,04 24,08 28,14 29,31 21,61 
RPTP (%) -2,21 7,47 20,00 18,27 5,70 9,84 
RPBP (%) -36,29 -39,28 69.29 7,33 13,47 2,90 
Rasio Pertumbuhan (%) II ,35 -25,95 37.79 17,91 16,16 11,45 
Kriteria Meningkat Menu run Menmgkat Menurun Menurun Meningkat 
Peringkat 4 10 2 4 8 4 

Kab. Bengkulu Tengah 
RPPAD (%) - 89,81 41.68 29,22 17,65 44,59 
RPTP (%) - 187,14 18,01 3,28 13,60 55,51 
RPBP (%) - I 03,33 21,56 -36,44 4,74 23,30 

Rasio Pertumbuhan (%) - 126,76 27,08 -1,33 12,00 32,91 
Kriteria - Meningkat Menurun Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat - I 3 10 3 I 

Kab. Bengkulu Utara 
RPPAD(%) -15,39 52,46 -6,17 32,52 18,98 16,48 
RPTP(%) -18,59 8.69 34,05 -3,30 8,20 5,81 
RPBP(%) -21,98 -3,67 33,87 37,57 -25,27 4,10 

Rasio Pertumbuhan (%) -18,65 19,16 20,58 22,26 0,64 8,80 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 10 2 4 2 II 10 

Kab. Mukomuko 
RPPAD(%) 34,53 0,69 3,39 -1,32 -86,04 -9,75 
RPTP (%) 15,18 3,53 5,28 10,67 2,22 7,38 
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RPBP (%) 65,81 -43,74 -13,21 28,16 20,52 11,51 

Rasio Pertumbuhan (%) 38,51 -13,17 -I ,51 12,50 -21,10 3,04 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat l 8 ll 6 9 8 

Kab. Kaur 
RPPAD (%) 56,64 -32,91 12,64 14,26 32,89 16,70 
RPTP(%) 4,29 7,53 15,58 17,87 7,06 10,47 
RPBP(%) 2,36 -30,08 13,54 9,83 18,90 2,91 

Rasio Pertumbuhan (%) 21,10 -18,49 13,92 13,99 19,62 10,33 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 2 9 7 5 7 6 

Kab. Seluma 
RPPAD(%) 42,87 -6,94 0,29 93,68 63,85 38,75 
RPTP (%) 1,08 1,30 27,35 9,69 18,33 11,55 
RPBP(%) 15,44 -4,63 37,20 -35,10 5,24 3,63 

Rasio Pertumbuhan (%) 19,80 -3,42 21,61 22,76 29,14 17,98 
Kriteria Mcningkat Menunm Mcningkat Meningkat Meningkat Meningkat 
Peringkat 3 5 5 3 2 2 

Kab. Kepahiang 
RPPAD (%) 27,38 -19,29 24,38 15,90 39,83 17,64 
RPTP (%) 8,41 4,31 9,35 2,76 -15,07 1,95 
RPBP (%) -8,86 -14,16 -21,09 -17,75 1,12 -12,15 

Rasio Pertumbuhan (%) 8,98 -9,71 4,21 0,30 8,63 2,48 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 5 7 9 9 4 9 

Kab. Lebong 
RPPAD(%) -38,56 -18,64 24,53 -0,53 65,55 6,47 
RPTP (%) 4,16 4.65 18,54 4,13 16,98 9,69 
RPBP (%) -5,65 -94,07 7,97 3,28 -20,55 -21,80 

Rasio Pertumbuhan (%) -13,35 -36,02 17,01 2,29 20,66 -1,88 
Kriteria Menu run Menurun Meningkat Menurun Meningkat Menurun 
Peringkat 8 ll 6 8 5 ll 
Kab. Rejang Lebong 
RPPAD (%) -0,26 -10.04 10,93 137,63 13,39 30,33 
RPTP(%) -5,77 7.54 8,18 13,00 0,007 4,59 
RPBP (%) -21,73 -15,81 -13,00 11,15 30,17 -1,84 

Rasio Pertumbuhan (%) -9,25 -6,10 2,04 53,93 14,52 11,03 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 7 6 10 l 6 5 

Rata-rataltahun (%) 4,39 3,12 18,86 13,96 13,17 10,70 

Sumber: Data Diolah, 2015 

Tabel 4.11 menunjukkan rata-rata ras10 pertumbuhan kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu berdasarkan nilai rasio penerimaan PAD, rasio pertumbuhan 

total pendapatan, dan rasio pertumbuhan total pembangunan tahun 2009 sebesar 

4,39, pada tahun ini, rasio pertumbuhan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat 

dihitung (ditentukan), karena data LARPBD tahun 2008 belum ada (kabupaten ini 

baru terbentuk hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008). 

Tahun 2010 sebesar 3,12% (rasio terendah), tahun 2011 sebesar 18,86% (rasio 

tertinggi), tahun 2012 sebesar 13,96%, dan tahun 2013 sebesar 13,17%. Selama 
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lima tahun anggaran terse but terjadi penurunan rasio pada tahun 2010 dan 2012, 

dan 2013. 

Secara keseluruhan, rasw pertumbuhan dari seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi 

adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 32,91% (meningkat), rata-rata rasio 

terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -1,88% (menurun), dan rata-rata rasio 

selama 5 tahun tersebut sebesar 10,70% (meningkat). Terdapat 1 daerah (9,09%) 

yang mengalami penurunan dan 10 daerah (90,91%) yang men gal ami 

peningkatan. 

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan keenam ras10 keuangan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat 

pada Tabel4.12 

Tabel4.12 
Rekapitulasi Rata-rata Hasil Penghitungan Rasio Keuangan Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Rasio Keuangan Daerah 

Daerah RK RE REf 
RA 

DSCR 
RP 

RBR RBP RPPAD RPTP RPBP (%) (%) (%) 
(%) (%) 

(%) 
_io/<>2_ (%) (%) 

Provinsi Bengkulu 33.21 94,83 87,39 35,75 10,16 14,92 18,73 9,28 0,03 
Rata-rata(%) 22,95 9,35 

Kota Bengkulu 5,78 98,17 95,05 41,22 8,10 -16,63 14,48 12,54 10,61 

Rata-rata(%) 24,66 12,54 
Kab. Beng. Selatan 3,92 100,51 94,54 42,69 9,25 -16,30 21,61 9,84 2,90 

Rata-rata(%) 25,97 11,45 
Kab. Beng Tengah 1,28 99,93 92,81 38,25 11,47 -0,93 44,59 55,51 23,30 

Rata-rata(%) 24,86 32,91 
Kab. Beng. Utara 3,66 I 03,5 I 94,75 39,14 10,57 -42,45 16,48 5,81 4,10 

Rata-rata(%) 24,85 8,80 
Kab. Mukomuko 2,24 95,85 86,93 36,50 12,47 5,29 -9,75 7,38 11,51 

Rata-rata(%) 24,49 3,04 
Kab. Kaur 2,18 98,55 95,11 37,70 12,32 2,78 16,70 10,47 2,91 

Rata-rata(%) Rata-rata 25,01 10,03 
Kab. Seluma 1,96 97,99 88,46 35,52 13,83 22,2 38,75 11,55 3,63 

Rata-rata(%) 24,68 17,98 
Kab. Kepahiang 3,46 97,73 91,44 32,17 18,12 28,92 17,64 1,95 -12,15 

Rata-rata(%) 25,14 2,48 
Kab. Lebong 2,21 I 98,93 88,64 34,99 14,73 3,72 6,47 9,69 I -21,80 

Rata-rata(%) 24,86 -1,88 
Kab. Rejang Lebong 5,41 I 100,99 I 94,71 38,37 14,22 11,42 30,33 4,59 -1,84 

Rata-rata(%) 26,30 11,03 

Sumber: Data Diolah, 2015 
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Keterangan: 
RK = Rasio Kemandirian; RPP AD = Rasio Penerimaan PAD 
RE = Rasio Efektivitas; RPTP = Rasio Pertumbuhan Total 
REf = Rasio Efisiensi; Pendapatan 
RBR = Rasio Belanja Rutin; RPBP = Rasio Pertumbuhan Belanja 
RBP = Rasio Belanja Pembangunan; Pembangunan 
DSCR = Debt Service Coverage Ratio 

Tabel 4.12 menunjukkan rata-rata hasil penghitungan keenam ras10 

keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 

yang meliputi (1) rasio kemandirian dengan rasio tertinggi adalah Provinsi 

Bengkulu sebesar 33,21% (sedang) dan rasio terendah adalah Kabupaten 

Bengkulu Tengah sebesar 1,28% (sangat rendah); (2) rasio efektivitas dengan 

rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 103,51% (sangat efektif) 

dan rasio terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 94,83% (efektif); (3) rasio 

efisiensi dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Mukomuko sebesar 86,93% 

(cukup efisien) dan rasio terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 95,11% 

(kurang efisien); ( 4) rasio aktivitas dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten 

Rejang Lebong sebesar 26,30% (tidak serasi) dan rasio terendah adalah Provinsi 

Bengkulu sebesar 22,95% (tidak serasi); (5) DSCR atau rasio kemampuan 

pemenuhan hutang dengan rasio tertinggi Kabupaten Kepahiang sebesar 28,92% 

(sangat mampu melunasi hutang) adalah dan rasio terendah adalah Bengkulu 

Utara sebesar -42,45% (sangat tidak mampu melunasi hutang), dan (6) rasio 

pertumbuhan dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 

32,91% dan rasio terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -1,88%. 

4.1.3 .2 Pengaruh kinerja keuangan kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 
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Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah digunakan metode analisis Regresi Linier Berganda Hasil analisis 

data dengan metode analisis tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif rasio keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu 

tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.13 

Variabel 
Rasio Kemandirian 
Rasio Efektivitas 
Rasio Efisiensi 
Rasio Aktivitas 
Debt Service Coverage Ratio 
Rasio Pertumbuhan 
Pertumbuhan Ekonomi 

Tabel 4.13 
Statistik Deskriptif 

N Maximum 
55 33,28 
44 103,51 
44 95,10 
55 28,47 
36 106,28 
54 41,85 
54 33,25 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lamp iran 9) 

Minimum 
1,23 

94,83 
86,92 
22,27 

-42,45 
-2,75 
3,48 

Mean 
5,77 

98,67 
91,79 
24,67 
11,76 
12,22 
13,05 

Tabe1 4.13 menunjukkan rasio kemandirian dari 55 data, nilai maksimum 

33,28%, nilai minimum 1 ,23%, dan nilai rata-rata 5, 77%. Rasio efektivitas dari 44 

data, nilai maksimum 103,51%, nilai minimum 94,83%, dan nilai rata-rata 

98,67%. Rasio efisiensi dari 44 data, nilai maksimum 95,10%, nilai minimum 

86,92%, dan nilai rata-rata 91,79%. Rasio aktivitas dari 55 data, nilai maksimum 

28,47%, nilai minimum 22,27%, dan nilai rata-rata 24,67%. Debt Service 

Coverage Ratio dari 36 data, nilai maksimum 106,28%, nilai minimum -42,45%, 

dan nilai rata-rata 11,76%. Rasio pertumbuhan dari 54 data, nilai maksimum 

41,85%, nilai minimum -2,75%, dan nilai rata-rata 12,22%. Pertumbuhan 

ekonomi dari 54 data, nilai maksimum 33,25%, nilai minimum 3,48%, dan nilai 

rata-rata 13,05%. 
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2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian meliputi uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Hasil Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi data terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan data One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test yang dapat dilihat pada Tabel 4.14 

Varia bel 

Rasio Kemandirian 
Rasio Efektivitas 
Rasio Efisiensi 
Rasio Aktivitas 
Debt Service Coverage Ratio 
Rasio Pertumbuhan 
Pertumbuhan Ekonomi 

Tabel4.14 
Hasil Uji Normalitas 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

0,161 
0,185 
0,154 
0,068 
0,076 
0,140 
0,394 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampi ran 1 0) 

Keterangan 

Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

Tabel 4.14 menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau signifikansi lebih 

besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa seluruh 

variabel penelitian terdistribusi secara normal. 

b. Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regres1 ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dengan 

menggunakan data dari Collinearity Statistics dapat dilihat pada Tabel 4.15 

Tabel4.15 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Varia bel Independen 
Colinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Rasio Kemandirian 0,774 1,291 Bebas Multikolinearitas 
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Rasio Efektivitas 0,891 1,325 Be bas Multikolinearitas 
Rasio Efisiensi 0,953 1,019 Bebas Multikolinearitas 
Rasio Aktivitas 0,987 1 ,013 Be bas Multikolinearitas 
Debt Service Coverage Ratio 0,965 1,036 Be bas Multikolinearitas 
Rasio Pertumbuhan 0,826 1,458 Bebas Multikolinearitas 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lamp iran 11) 

Tabel 4.15 menunjukkan nilai tolerance dari keenam variabel independen 

lebih besar daripada 0,1 0. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10. Berdasarkan hasil dari kedua 

nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi (bebas) 

multikolinearitas antar variabel independen tersebut. 

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain dengan menggunakan Grafik Scatterplot dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 berikut ini: 

-4 

-3 

Scatter Plot 

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

0 

ooo o 

0 0 0 

0 

0 0 0 

0 
0 

0 

0 

0 

Regre~sion Sta"hdardizecfPredicted Value 

Grafik 4.1. Grafik Scatter Plot 
Sumber: Data Diolah, 2015 

16/41944.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

Gambar 4.1 menunjukkan tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar yang di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dinyatakan da1am model regresi tidak terjadi (bebas) heteroskedastisitas. 

d. Hasil Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) dengan melihat nilai Durbin-

Watson yang dapat dilihat pada Tabel 4.16 

Tabel4.16 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin- Watson Keterangan 
1 1.707 Bebas Autokorelasi 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampi ran 12) 

Tabel 4.16 menunjukkan nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,707 yang 

terletak di an tara nilai -2 s.d. + 2. Berdasarkan hasil terse but dapat dinyatakan 

dalam model regresi ini tidak terjadi (bebas) autokorelasi. 

4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Hasil uji Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kinerja keuangan kabupaten!kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan keenam rasio 

keuangan tahun anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah dapat dilihat pada Tabel 4.17 

Tabel4.17 
Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

B 
Rasio Kemandirian 0,263 
Rasio Efektivitas -0,013 
Rasio Efisiensi 0,096 
Rasio Aktivitas 0,114 
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Debt Service Coverage Ratio 
Rasio Pertumbuhan 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampi ran 13) 

-0,002 
0,241 
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Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji Regresi Linier Berganda dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5% (0,05) diperoleh persamaan sebagai berikut: 

PE = 0,263RK - 0,0 13RE + 0,096REf + 0, 114RA - 0,002DSCR + 0, 172RP + e 

Dari hasil Uji Regresi Linier Berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

a. Nilai koefisien regresi +0,263RK. Artinya, setiap peningkatan Rasio 

Kemandirian (RK) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 26,3%. 

b. Nilai koefisien regresi -0,013 RE. Artinya, setiap penurunan Rasio Efektivitas 

(RE) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu akan menurun sebesar 1 ,3%. 

c. Nilai koefisien regresi +0,096RE. Artinya, setiap peningkatan Rasio Efisisensi 

(REf) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu akan meningkat sebesar 9,6%. 

d. Nilai koefisien regresi +0, 114RA. Artinya, setiap peningkatan Rasio Aktivitas 

(RA) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu akan meningkat sebesar 11 ,4%. 

e. Nilai koefisien regresi -0,002DSCR. Artinya, setiap penurunan Debt Service 

Coverage Ratio (DSCR) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan menurun sebesar 0,2%. 

f. Nilai koefisien regresi +0, 172RP. Artinya, setiap peningkatan Rasio 

Pertumbuhan (RP) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupatenlkota 

di Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 17,2%. 
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5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji F (F-Test), Uji Koefisien 

Determinasi (R2
), dan Uji t (t-Test). Hasil ketiga uji statistik tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Hasil Uji F (F-Test) 

Hasil uji F (F-Test) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen dengan menggunakan uji simultan ANOV A. Hasil uji statistik 

F dapat dilihat pada Tabel 4.18 

Model F 

Regression 8,179 

Tabel4.18 
Hasil Uji F (F-Test) 

Sig. 
o,oor 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lamp1ran 14) 

Keterangan 
Berpengaruh Simultan 

Tabel 4.18 menunjukkan nilai F yang diperoleh dalam model regres1 

sebesar 8,179 dengan tingkat signifikansi 0,007 lebih kecil daripada 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan 

enam rasio keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi masing-masing daerah. 

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2
) 

Hasil uji koefisien determinasi (R2
) bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

berdasarkan data yang terdapat dalam Model Summary yang dapat dilihat pada 

Tabel4.19 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2

) 

Model Adjusted R Square Keterangan 
1 0,670 Berpengaruh sebesar 67% 

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampi ran 12) 

Tabel 4.19 menunjukkan ni1ai Adjusted R Square atau koefisien 

determinasi (R2
) sebesar 0,670. Hal ini menunjukkan bahwa 67% variabel 

pertumbuhan ekonomi kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh 

keenam variabel independen, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, rasio aktivitas, DSCR, dan rasio pertumbuhan. Sisanya sebesar 33% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya diluar penelitian. 

c. Hasil Uji t(t-Test) 

Hasil uji t (!-Test) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap 

nilai variabel dependen. Hasil uji parsial (Uji t) berdasarkan Coefficients dapat 

dilihat pada Tabel 4.20 

Variabel Penelitian 
Rasio Kemandirian 
Rasio Efektivitas 
Rasio Efisiensi 
Rasio Aktivitas 
Debt Service Coverage Ratio 
Rasio Pertumbuhan 

Tabel4.20 
Hasil Uji t 

Sig. Keterangan 
0,012 Berpengaruh 
0,063 Tidak Berpengaruh 
0,045 Berpengaruh 
0,014 Berpengaruh 
0,086 Tidak Berpengaruh 
0,021 Berpengaruh 

Sumber: Data D10lah, 2015 (Lamptran 14) 

Hipotesis 
Diterima 
Ditolak 
Diterima 
Diterima 
Ditolak 
Diterima 

Tabe1 4.20 menunjukkan nilai signifikansi variabel ras10 kemandirian 

sebesar 0,012 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan basil ini dapat dinyatakan 

bahwa kinerja keuangan kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio kemandirian berpengaruh positif secara 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga H1 

(hipotesis pertama) diterima. 

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasio efektivitas 

sebesar 0,063 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan 

bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga H2 (hipotesis kedua) 

ditolak. 

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel ras10 efisiensi 

sebesar 0,045 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan 

bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga H3 (hipotesis 

ketiga) diterima. 

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasto aktivitas 

sebesar 0,014 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan 

bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga H4 (hipotesis 

keempat) diterima. 

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel DSCR sebesar 

0,086 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa 

kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 
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2013 berdasarkan DSCR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi masing-masing daerah, sehingga Hs (hipotesis kelima) ditolak. 

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasw 

pertumbuhan sebesar 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat 

dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 

anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio pertumbuhan berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga 

H6 (hipotesis keenam) diterima. 

4.2 Pembahasan 

Dalam subbab ini dibahas mengenai kinerja keuangan kabupaten/kota 

di Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil penghitungan masing-masing rasio 

keuangan daerah tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dan pengaruh kinerja keuangan 

daerah terse but sebagai variabel independen (be bas) terhadap pertumbuhan 

ekonomi masing-masing daerah sebagai variabel dependen (terikat). 

4.2.1 Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 

Hasil penghitungan rasw kemandirian keuangan kabupaten/kota 

di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata 

rasio tertinggi adalah Provinsi Bengkulu sebesar 33,21% (sedang), rata-rata rasio 

terendah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1,28% (sangat rendah), dan 

rata-rata rasio selama 5 tahun anggaran tersebut sebesar 5,94% (sangat rendah). 

Hanya 1 daerah (9 ,09) dengan kriteria sedang, yaitu Provinsi Bengkulu dan 10 

daerah (90,91 %) dengan kriteria sangat rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Kumiadi (2014) yang membuktikan bahwa 

Provinsi Bengkulu dengan rasio tertinggi (33,82%) dan Kabupaten Bengkulu 

Tengah dengan rasio terendah (1,23%) selama tahun anggaran 2009 s.d. 2012. 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu belum mandiri. Artinya, pemerintah daerah 

sangat menggantungkan diri kepada sumber pendapatan daerah lainnya selain 

PAD untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat, seperti (1) Pendapatan Transfer yang terdiri atas 

dua komponen, yaitu (a) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang 

diterima oleh semua daerah (provinsi dan kabupatenlkota) yang meliputi dana 

bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan (b) Transfer Pemerintah 

Provinsi yang diterima oleh kabupaten dan kota berupa pendapatan bagi hasil 

pajak dan (2) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri atas (a) pendapatan 

hi bah dan (b) pendapatan dana darurat. 

Kinerja kemandirian keuangan kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu 

dalam kriteria belum mandiri juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah juga tergolong rendah, yaitu rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama PAD. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dinyatakan oleh lnsukindro, dkk (2004: 1) bahwa "Pendapatan Asli Daerah dapat 

dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat 

ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat". 
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Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD 

yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian 

otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai 

salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah 

kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD, 

maka semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi 

pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggungjawab 

(Halim, 2002). 

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah perlu dioptimalkan 

potensi pendapatan yang dimiliki dengan memberikan proporsi belanja modal 

yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif, yaitu 

sektor yang dapat menghasilkan PAD lebih besar kepada daerah. Belanja modal 

adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan 

menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan pemeliharaan. 

Kelompok belanja ini meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja 

gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap 

lainnya, serta belanja aset lainnya. Namun, dalam setiap tahun anggaran, keenam 

jenis belanja tersebut tidak selalu ada (Pambudi, 2007). 

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya keuangan 

daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003: 1 05) menyatakan bahwa 

"Kenaikan PAD akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah". 

Suryana (2000: 70) menyatakan bahwa "Pertumbuhan ekonomi adalah proses 

pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil 

16/41944.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



103 

produksi dan hasil pendapatan". Menurut Asfia (2006: 173), "Pertumbuhan 

ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross National Product 

(GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan 

meningkatnya standar hidup masyarakat". 

Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi 

peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di wilayah 

tersebut. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan 

perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan 

ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami 

peningkatan (Arsyad, 20 I 0). 

Hasil penghitungan rasio efektivitas keuangan kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi 

adalah Bengkulu Utara sebesar 103,51% (sangat efektif), rata-rata rasio terendah 

Provinsi Bengkulu adalah sebesar 94,82% ( efektif), dan rata-rata rasio selama 5 

tahun tersebut sebesar 98,82% (efektif). Terdapat 8 daerah (72,73%) dengan 

kriteria efektif dan 3 daerah (27,27%) dengan kriteria sangat efektif. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) 

yang membuktikan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara dengan rasio tertinggi 

(103,51%) dan Provinsi Bengkulu dengan rasio terendah (94,83%) selama tahun 

anggaran 2009 s.d. 2012. Perbedaan hasil ini terjadi karena rentang tahun 

anggaran yang diteliti selama 5 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniadi (20 14) hanya selama 4 tahun. 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja kabupatenlkota di 

Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan 
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ditargetkan (dalam bentuk anggaran) berdasarkan potensi nyata (riil) daerah, 

khususnya melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 

tergolong efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan realisasi dengan 

anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah berdasarkan potensi riil daerah, baik 

di tingkat provinsi maupun kabupatenlkota di Provinsi Bengku1u mendekati 1 atau 

dengan persentase hampir mendekati 100% (Mahmudi, 2011 ). Artinya, semakin 

besar anggaran PAD yang mampu dicapai dari target yang telah direncanakan, 

maka kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah masing-masing daerah akan 

semakin baik. 

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh kabupaten!kota di Provinsi Bengkulu juga tergolong efektif. 

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh besar terhadap 

kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan SPM kabupaten!kota di Indonesia (Wahyuni, 2008). 

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan kabupatenlkota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi 

adalah Kabupaten Mukomuko sebesar 86,93% (cukup efisien), rata-rata rasio 

terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 95,11% (kurang efisien), dan rata-rata 

rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 91,80% (kurang efisien). Terdapat 4 daerah 

(36,36%) dengan kriteria cukup efisien dan 7 daerah (64,64%) dengan kriteria 

kurang efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniadi (2014) yang membuktikan bahwa Kabupaten Mukomuko dengan rasio 

tertinggi (86,93%) dan Kabupaten Kaur dengan rasio terendah (95,11 %) selama 
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tahun anggaran 2009 s.d. 2012. Perbedaan hasil ini terjadi karena rentang tahun 

anggaran yang diteliti selama 5 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kumiadi (2014) hanya selama 4 tahun. 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kabupatenlkota 

di Provinsi Bengkulu tergolong kurang efisien. Artinya, alokasi belanja daerah 

yang terdiri atas Belanja Operasi (Belanja Wajib), Belanja Modal (Belanja 

Pembangunan), Belanja tidak Terduga yang mampu direalisasikan pemerintah 

daerah lebih kecil daripada yang telah dianggarkan. Hal ini merupakan implikasi 

dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih 

menggantungkan diri dengan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana 

perimbangan, khususnya DAU. Selain itu, hasil ini mengindikasikan bahwa 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh 

kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tergolong tidak efisien. 

Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai 

oleh kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu tergolong tidak efisien. Artinya, 

penggunaan dana APBD untuk belanja daerah dalam rangka memberikan 

pelayanan publik tergolong tidak efisien, khususnya dana yang dialokasikan untuk 

belanja langsung. Biaya yang dikeluarkan dalam bentuk belanja daerah untuk 

merealisasikan target penerimaan PAD lebih besar daripada realisasi pendapatan 

itu sendiri. 

Secara umum, belanja daerah dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu 

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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dinyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung 

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan 

(Vegirawati, 2012). Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan 

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak 

terduga (Vegirawati, 20 12). 

Menurut Budiarto (2007: 91 ), faktor penentu efisiensi keuangan daerah 

meliputi: 

1. Faktor sumber daya, baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tenaga 

kerja, kemampuan kerja (kinerja) maupun sumber daya fisik, seperti perlatan 

kerja, tempat kerja, serta dana keuangan. 

2. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik 

jabatan struktural maupun fungsional. 

3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. 

4. Faktor dukungan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

5. Faktor pimpinan, yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan kempat faktor di 

atas kedalam suatu bentuk usaha yang berdaya guna untuk mencapai sasaran 

yang ingin dicapai. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan evaluasi yang ketat oleh setiap 

SDM yang terlibat dalam penyusunan anggaran keuangan daerah dan para 
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pemangku kepentingan (stakeholders) kabupaten!kota di Provinsi Bengkulu 

dalam merealisasikan anggaran belanja yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam penggunaan dana APBD diperlukan kualitas SDM yang kompeten dalam 

hal manaJemen, sehingga anggaran belanja yang dikeluarkan mampu 

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. 

Hasil penghitungan rasio aktivitas (keserasian belanja) kabupatenlkota 

di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata 

rasio tertinggi adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 26,30% (tidak serasi), 

rata-rata rasio terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 22,95% (tidak serasi), 

dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 24,89% (tidak serasi). Semua 

daerah ( 100%) dengan kriteria tidak serasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (20 14) yang membuktikan bahwa 

Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rasio tertinggi (83,71 %) dan Kabupaten 

Kepahiang dengan rasio terendah (64,03%) selama tahun anggaran 2009 s.d. 

2012. Perbedaan hasil ini terjadi karena rentang tahun anggaran yang diteliti 

selama 5 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (20 14) hanya 

selama 4 tahun. 

Hasil tersebut di atas mengindikasikan bahwa dana APBD yang 

dialokasikan oleh pemerintah kabupaten!kota di Provinsi Bengkulu untuk 

membiayai kegiatan belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja 

pembangunan tergolong tidak serasi. Artinya, dana APBD yang ada mengalami 

banyak kebocoran untuk alokasi yang tidak jelas, yaitu alokasi dana yang 

berunsur KKN, khususnya unsur korupsi. 
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Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tidak atau belum melakukan belanja rutin (belanja operasi) yang 

meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan secara proporsional terhadap total 

APBD tiap tahunnya. Alokasi belanja operasi yang tidak proporsional yang 

dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat dari total belanja 

operasi yang lebih besar dibandingkan dengan total belanja modal maupun belanja 

tidak terduga berdasarkan data yang dalam LRAPBD selama keempat periode 

tahun anggaran. 

Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu selama tahun anggaran 2009 s.d. 

2013 bel urn sepenuhnya mengalihkan fokus aktivitas wilayah pemerintahannya 

agar mengarah kepada belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan 

dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan 

daerah. Aktivitas wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan 

dari pengembangan dan pembangunan wilayah dan merupakan suatu 

pengembangan yang terpadu dengan memanfaatkan saling keterkaitan antar sektor 

yang membentuk struktur ruang wilayah. Wilayah sebagai wadah kegiatan 

ekonomi memiliki peran penting bagi wilayahnya sendiri maupun daerah disekitar 

wilayah. Memahami sistem aktivitas wilayah, pola perilaku manusia merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah, yaitu sistem 

kegiatan yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks (cross relationship) 

dengan berbagai sistem kegiatan yang lain, baik dengan perorangan, kelompok, 

maupun lembaga (Hirawan, 201 0). 
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Hasil penghitungan Debt Service Coverage Ratio atau Rasia Kemampuan 

Pemenuhan Hutang kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 

s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang 

sebesar 28,92% dengan kemampuan yang melebihi jumlah hutang yang ada, rata

rata rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar -42,45% (tidak 

mampu mengembalikan hutang pada tahun anggaran yang sama), dan rata-rata 

rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 1,18% (mampu mengembalikan hutang 

selama 5 tahun anggaran tersebut). Terdapat 4 daerah (36,36%) yang tidak 

mampu mengembalikan hutang dan 7 daerah (63,64%) yang mampu 

mengembalikan hutang. 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota 

di Provinsi Bengkulu memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang 

(pinjaman) dengan pihak luar (pihak ketiga). Hal ini dikarenakan hasil selisih 

antara hasil penjumlahan PAD, bagian daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil 

Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan Belanja 

Wajib (Belanja Pegawai) lebih besar daripada total pengeluaran daerah dikali 

dengan bunga pinjaman berdasarkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

yang sedang berlaku. 

Hasil penghitungan ras1o pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi 

Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi 

adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 32,91% (meningkat), rata-rata rasio 

terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -1,88% (menurun), dan rata-rata rasio 

selama 5 tahun tersebut sebesar 10,70% (meningkat). Terdapat 1 daerah (9,09%) 
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yang mengalami penurunan dan IO daerah (90,9I%) yang mengalami 

peningkatan. 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun anggaran 

tersebut, rata-rata realisasi penerimaan PAD, rata-rata realisasi penerimaan total 

pendapatan, dan rata-rata realisasi belanja pembangunan yang mampu dicapai 

oleh pemerintah kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. 

4.2.2 Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 

anggaran 2009 s.d. 20 I3 terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 20 I3 berdasarkan rasio kemandirian berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi O,OI2 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah (20 li) yang 

membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2000 s.d. 2009 dan Kurniawan 

(2008) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupatenlkota di Sumatera Barat dalam era otonomi 

daerah. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ras10 kemandirian, maka 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau 

sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 
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Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD yang 

diterima daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber pendapatan yang lain, misalnya bantuan pusat dan pinjaman. Artinya, 

rasio kemandirian keuangan suatu daerah erat kaitannya dengan PAD daerah itu 

sendiri. 

Jika PDRB merupakan indikator makro dari laju pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB suatu daerah dari tahun ke 

tahun, maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut 

semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan PAD 

yang diterima oleh daerah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Saragih (2003: 33) yang menyatakan bahwa "Peningkatan PAD sebenarnya 

merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi". Artinya, daerah yang pertumbuhan 

ekonominya positif mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan P AD-nya. 

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,063 yang lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani (20 14) yang membuktikan bahwa 

rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan 

kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007 s.d. 2011 dan Kurniawan (2008) yang 

membuktikan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah. 

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya rasio efektivitas tidak akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Rasio 
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efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi nyata (rii[) daerah. Namun, jika PAD yang diterima tersebut 

tidak dialokasikan untuk kegiatan yang dapat memacu perkembangan kegiatan 

perekonomian di suatu daerah yang menyebabkan bertarnbahnya produksi barang 

dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat, seperti belanja modal 

(belanja pembangunan), maka berapapun besamya PAD yang diterima oleh suatu 

daerah tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 

Artinya, rasio efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan rasio aktivitas, 

khususnya rasio belanja pembangunan terhadap PAD. 

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efisiensi berpengaruh posisitif secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi 0,045 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani (20 14) yang membuktikan 

bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007 s.d. 2011 dan 

Kurniawan (2008) yang membuktikan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam era 

otonomi daerah. 

Hasil m1 menunjukkan bahwa semakin tinggi rasw efisiensi, maka 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau 

sebaliknya. Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan tingkat pencapman 

pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah 
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yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja 

yang telah ditetapkan. Artinya, rasio efisiensi memiliki hubungan yang erat 

dengan rasio aktivitas, khususnya rasio belanja pembangunan terhadap PAD. 

Pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu dapat diketahui dengan terdapatnya 4 daerah (36,36%) dengan 

kriteria cukup efisien. 

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi 0,014 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2008) yang membuktikan 

bahwa rasio aktivitas yang terdiri atas rasio keserasian belanja operasional (rasio 

belanja rutin terhadap PAD) dan rasio keserasian belanja modal (rasio belanja 

pembangunan terhadap PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupatenlkota di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio aktivitas, maka 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau 

sebaliknya. Artinya, semakin besar dana APBD yang dialokasikan oleh 

pemerintah daerah untuk kegiatan belanja rutin dan belanja pembangunan, maka 

akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena rasio aktivitas dalam 

bentuk belanja pembangunan khususnya, identik dengan belanja yang 

dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan 

oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya. Dengan adanya 
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kelengkapan semua fasilitas tersebut, maka akan mampu mem1cu laju 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. 

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan DSCR atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing 

daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,086 yang lebih besar daripada 

0,05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya DSCR tidak akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Artinya, 

walaupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi memiliki kemampuan untuk 

melunasi semua bentuk pinjaman (hutang) dengan pihak luar (pihak ketiga), 

namun hal ini tidak ada kaitannya dengan peningkatan PDRB sebagai indikator 

ekonomi makro yang menggambarkan ada atau tidaknya pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan nilai PDRB dari tahun ke tahun 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat setiap 

tahunnya. Nilai PDRB lebih ditentukan o1eh peningkatan produksi pada berbagai 

sektor lapangan usaha yang ada (Asfia, 2006). 

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 

2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio pertumbuhan berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,021 yang 1ebih kecil daripada 0,05. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) 

yang membuktikan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan (salah satu rasio 
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pertumbuhan) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan 

kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007 s.d. 2011. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka 

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau 

sebaliknya. Artinya, semakin meningkatnya ras10 penerimaan PAD, rasio 

pertumbuhan total pendapatan, dan ras10 pertumbuhan belanja pembangunan, 

maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata dari ketiga ras10 

pertumbuhan terse but selama 5 tahun anggaran, yaitu ras10 penenmaan PAD 

sebesar 21,13% (meningkat), rasio pertumbuhan total pendapatan sebesar 8,90% 

(meningkat), dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 3,31% 

( meningkat) 

Secara simultan, kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu 

berdasarkan keenam rasio keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

masing-masing daerah. Hal ini dapat diketahui dari keenam rasio keuangan 

sebagai indikator kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu selama 

tahun anggaran 2009 s.d. 2013 sebanyak em pat rasio berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang meliputi 

rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dan 

hanya dua rasio yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan daerah, khususnya melalui 

keempat rasio keuangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu akan semakin meningkat atau sebaliknya. 
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5.1 Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja keuangan 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d 2013 dan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi rasio kemandirian, rasiO efisiensi, rasiO aktivitas, dan rasiO 

pertumbuhan maka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan 

semakin meningkat atau sebaliknya, sedangkan besar kecilnya rasio efektivitas 

dan rasio DSCR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

masing-masing daerah. 

2. Rasio kemandirian merupakan sentral rasio dikarenakan semakin besar rasio 

kemandirian berarti pemerintah daerah lebih leluasan dalam pengelolaan 

keuangan daerah, apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat 

maka akan meningkatkan rasio-rasio lainnya yang berarti secara langsung 

berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ras10 keuangan 

daerah perlu dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang dapat 

di1akukan secara rutin untuk rentang waktu setiap 5 tahun agar hasilnya dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi seluruh pemerintah daerah 

pada masing-masing kabupatenlkota di Provinsi Bengkulu. Hasil pengukuran 

kinerja tersebut juga dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan 

peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. 

Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah pada masa yang akan datang, 

maka pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu 

mengoptimalkan potensi pendapatan riil daerah yang dimiliki dengan 

memberikan proporsi belanja modal (belanja pembangunan) yang lebih besar 

untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif. Selain itu dapat 

dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur 

dengan indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). 

2. Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan melakukan upaya peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama PAD melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) terkait dalam hal ini, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah dalam bentuk sosialisasi. 
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No Keterangan 

I Provinsi Bengkulu 
Total PAD 
Total Pendapatan Daerah 
Rasio Kemandirian (%) 
Kriteria 
Peringkat 

2 Kota Bengkulu 
Total PAD 
Total Pendapatan Daerah 
RK(%) 
Kriteria 
Peringkat 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Total PAD 
Total Pendapatan Daerah 
Rasio Kemandirian (%) 
Kriteria 
Peringkat 

4 Kab. Bengkulu Tengah 
Total PAD 
Total Pendapatan Daerah 
Rasio Kemandirian (%) 
Kriteria 
Peringkat 

5 Kab. Benekulu Utara 
Total PAD 
Total Pendapatan Daerah 
Rasio Kemandirian (%) 
Kriteria 
Pering~at_ 

Lampiran 1 
Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Tahun An_ggaran 
2009 2010 20ll 2012 2013 

287.781.580.630,84 351.091.488316,00 440.920.183.714,43 483 768.274.997,19 490.027.933.000,00 
914.357.986.547,18 1.000.860.633.676,22 1.166.982.246.117,93 1.562.525.395.259,19 1.593.284.879.000,00 

31,47 35,08 37,78 30,96 30,76 
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

I I I I I 

26.941.305.683,11 26.677.744.840,91 39318.037.209,63 41.709.552.051,54 45.979.828.000,00 
4 75.664.056.169,03 535.671.744.733,62 611.815.153.447,27 677.219.227.884,87 814.306.261.000,00 

5,67 4,98 6,43 6,16 5,65 
S. Rendah S. Rendah S Rendah S. Rendah S. Rendah 

3 2 2 3 3 

22.042.030.166,95 11.894.036.693,62 14.758.401.174,70 18.911.016.577,54 24.454.023.000,00 
367.515.091.913,42 394.967.751 169,42 473.978.187.300,48 560.560.557.651,90 592.513.236.800,00 

6 3,01 3,11 3,37 4,13 
S. Rendah S Rendall S. Rendah S Rendah S. Rcndah 

2 5 4 5 6 

1.652.713.172,72 3.137.025.712,68 4.444. 531.263,22 5. 743.484.323,56 6. 756.990.000,00 
115.435.944.408,29 331.467.251.982,75 391 166.071.575,62 404.008.617.700,15 458.965.742300,00 

1,43 0,95 1,14 1,42 1,47 
S. Rendah S. Rendah S Rendah S. Rendah S Rendah 

II II II II II 

13350.500.134,91 20354.406.066,04 19.099.215.920,70 25311.027.531,89 30.114.221.900,00 
452.255.879.286,35 491.578362.701,48 658.968.050.834, II 63 7.197.151.792,06 689.468.952.000,00 

2,95 4,14 2,89 3,97 4,37 
S. Rcndah S. Rcndah S. Rendah S. Rcndah S. Rendah 

7 3 5 4 5 

------ - -- ------

Rata-rata Rasio 
Kemandirian 

410.717.892.131,69 
1.428. 775.743.255.80 

33,21 
Sedang 

I 

36.125.293557 04 
622.93 5.288.646,96 

5,78 
S. Rendah 

2 

18.411.901.522,56 
477906 964.967,04 

3,92 
S. Rendah 

4 

4.346. 948.894,44 
340.208.725.593,36 

1,28 
S Rendah 

II 

17.829.851.110,71 ! 

585.893.679322,80 

I 

3,66 
S Rendah 

5 
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No Keterangan 
Tahun Aneearan Rata-rata Rasio 

2009 2010 2011 2012 2013 Kemandirian 

6 Kab. Mukomuko 
Total PAD 8.973.011.076,60 9.034.573. 730,36 9341.068.798,75 9.217.503.958,91 11.286.295.900,00 75.70.490.692,92 
Total Pendapatan Daerah 384 099.956.026,41 397.649.695.233,52 418.638.587.193,48 463.290.436.824,93 4 73.580.908.200,00 427.451.916.695.67 
Rasio Kemandirian (%) 2,34 2,27 2,23 1,99 2,38 2,24 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah S Rendah 
Peringkat 9 7 7 8 9 7 

7 Kab. Kaur 
Total PAD 9 012332.810,80 6 046.143.975,79 6.810.591.506,25 7.781.828.801,72 I 0341.333.200,00 7.998.446.058,91 
Total Pendapatan Daerah 293.018.794.929,45 316.148.803.900,25 365.412.752.616,15 430.696.678.776,42 461.126.824.400,00 3 73.280.770.924,45 
Rasio Kemandirian (%) 3,08 1,91 1,86 1,80 2,24 2,18 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah S. Rendah S Rendah 
Peringkat 6 9 9 10 10 9 

8 Kab. Seluma 
Total PAD 5.931374.613,80 5 519 577177,46 5 535.533 741,35 I 0. 751.155.674,78 17.566.639.600,00 9 060 856161,48 
Total Pendapatan Daerah 342.548.224.324,81 348.194.074.751,43 443.436.814.889,58 486.402.190.725,83 575.579.661.700,00 439.232.193.278,33 
Rasio Kemandirian (%) 1,73 1,58 1,24 2,21 3,05 1,96 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S Rendall S. Rendah S. Rendah S. Rendah 
Perif!gkat 10 10 10 7 7 10 

9 Kab. Kepahiane 
Total PAD 11.943.947.476,50 9.639.855.811,83 11.969.653357,14 13.896.281348,17 19.467.833.700,00 13 383.514.338,73 
Total Pendapatan Daerah 364.641.691.911,33 380348.105 067,26 415 929103351,76 427.421.378.60 I ,93 363.018.004 600,00 390.089.856.706,46 
Rasio Kemandirian (%) 3,28 2,53 2,87 3,25 5,36 3,46 
Kriteria S. Rendah S Rendah S. Rendah S Rendah S. Rendah S Rendah 
Peringkat 5 6 6 6 4 6 

10 Kab. Lebone 
Total PAD 7.680.588328,60 6.255.400.998,83 7 790.174.032,14 7.749.144.879,31 12.828.933.500,00 8.460.848347,78 
Total Pendapatan Daerah 311395371.741,06 325.878.63 7.650JO 386300497 723,93 402.267.188.552,47 470.564.114 000,00 3 79.281.161.933,55 
Rasio Kemandirian (%) 2,47 1,92 2,01 1,92 2,73 2,21 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S Rendah S Rendah S. Rcndah S Rendah 
Peringkat 8 8 8 9 8 8 

II Kab. Rejang Lebong 
Total PAD 19.892.527.742,24 17.894.582.123,25 19.851.004.770,20 47.171 759.045,92 53.490.305 300,00 31.660.035.796,32 
Total Pendapatan Daerah 4 79.808456.319,22 516.012.940.894,90 558.241.358.035,27 630.815.936.603,71 635.081.809100,00 563.992.100.190,62 
Rasio Kemandirian (%) 4,15 3,47 3,55 7,48 8,42 5,41 
Kriteria S. Rendah S. Rendah S. Rendah S Rendah S. Rendah S Rendah 
Peringkat 4 4 3 2 2 3 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
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No Keterangan 

I Provinsi Bengkulu 
Realisasi Pendapatan 
Anggaran Pendapatan 
Rasio Efektivitas (%) 
Kriteria 
Peringkat 

2 Kota Bengkulu 
Realisasi Pendapatan 
Anggaran Pendapatan 
Rasio Efektivitas (%) 
Kriteria 
Peringkat 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Realisasi Pendapatan 
Anggaran Pendapatan 
Rasio Efektivitas (%) 
Kriteria 
Peringkat 

4 Kab. Bengkulu Tengah 
Realisasi Pendapatan 
Anggaran Pendapatan 
Rasio Efektivitas (%) 
Kriteria 
Peringkat 

5 Kab. Bengkulu Utara 
Realisasi Pendapatan 
Anggaran Pendapatan 
Rasio Efektivitas (%) 
Kriteria 
Peringkat 

Lampiran 2 
Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Tahun Anggaran 
2009 2010 2011 2012 2013 

914357.986.547,18 1.000.860.633.676,22 1.166.982.246.117,93 1.562.525395.259,19 1.593.284.879.000,00 
1.071.240.554.845,75 1.074.903.895.189,00 1.160.076493 031 ,00 1.558319.652.151,00 -

85,35 93,11 100,59 100,27 -
C Efektif Efektif S. Efektif S. Efektif -

II 9 3 7 -

4 75.664.056.169,03 535.671.774.733,62 611.815.153447,27 677.219.227.884,87 814306.261.000,00 
491.162.327.128,79 545397.764.555,15 615.877514.247,10 679.024.009.266, II -

96,84 98,22 99,34 98,26 -
Efektif Efektif Efektif Efektif -

8 6 5 10 -

367.515.091.913,42 394.967.751.169,42 473.978.187.300,48 560.560.557.651,90 592.513.236.800,00 
362304354.998,00 396450.120.447,00 4 78.527.250.879,92 552.128.920442,00 -

101,44 99,62 99,46 101,52 -
S Efektif Efektif Efektif S. Efektif -

4 5 4 4 -

115.435.944.408,29 331467.251.982,75 391166.071.575,62 404.008.617.700,15 458.965.742300,00 
114301.376.101,00 329.184.964.259,00 395.925.566.166,00 406.997.514.778,02 -

100,99 100,69 98,79 99,26 -
S. Efektif S. Efektif Efektif Efektif -

5 3 9 8 -

452.255.879.286,35 491.578362.701,48 658.968.050.834, II 637.197.151.792,06 689468.952.000,00 
441.064.855.500,00 481.610.868.600,00 651.022.670.974,00 588.867.816.266,22 -

102,54 102,07 101,22 108,20 -
S. Efektif S. Efektif S. Efektif S Efektif -

2 2 I L___ ___ I_- -
- ------- ---- -- --

.-· -----------..------

Rata-rata Rasio 
Efektivitas 

1.247.602.228.120, I 0 
1.216.135.148.804,19 

94,83 
Efektif 

II 

622.93 5.294. 646,96 
5 82.865.403.827,04 

98,17 
Efektif 

7 

477.906 964.967,04 
447352.661.691,73 

100,51 
S. Efektif 

3 

340.208.725.593,36 
311.602.355326,00 

99,93 
Efektif 

4 

585.893.679322,80 
540.641.552.835,06 

103,51 
S. Efektif 

I I 

16/41944.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



No Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata Rasio 

2009 2010 20ll 2012 2013 Efektivitas 

6 Kab. Mukomuko 
Realisasi Pendapatan 384.099.956.026,41 397 649.695.233,52 418.638.587.193,48 463.290.436.824,93 4 73.580.908.200,00 427.451.916.695,67 
Anggaran Pendapatan 424.025.935.116,00 433.719.122.153,63 415.154.129.429,19 461.809.139.945,00 - 433.677.081.660,96 
Rasio Efektivitas (%) 90,58 91,68 100,83 100,32 - 95,85 
Kriteria Efektif Efektif S. Efektif S Efektif - Efektif 
Peringkat 10 10 2 6 - 10 

7 Kab. Kaur 
Realisasi Pendapatan 293.018.794.929,45 316.148.803.900,25 365.412.752.616,15 430.696.678.776,42 461.126.824.400,00 373.280.770.924,45 
Anggaran Pendapatan 301.688.171.283,00 325321.669.582,76 369.652.195362,74 42634 7.868. 786,00 - 355.752.4 76.253,62 
Rasio Efektivitas (%) 97,13 97,18 98,85 101,02 - 98,55 
Kriteria Efektif Efektif Efektif S Efektif - Efektif 
Peringkat 7 7 8 5 - 6 

8 Kab.Seluma 
Realisasi Pendapatan 342 548.224.324,81 348.194.074.751,43 443.436.814.889,58 486.402.190.725,89 575.579.661.700,00 439.232.193.278,34 
Anggaran Pendapatan 333.485.399.0 I 0,00 384.549.976.557,75 457.523.507.688.03 477.961.700.4 78,00 413380.145.933,44 
Rasio Efektivitas (%) 102,72 90,54 96,92 101,76 - 97,99 
Kriteria S. Efektif Efektif Efektif S Efektif - Efektif 
Peringkat I II II 3 - 8 

9 Kab. Kepahiang 
Realisasi Pendapatan 364.641.691.911,33 380348.105.067,26 415.929.103.351.76 427.421.378.601,93 363.018.004.600,00 390.271.656.706,46 
Anggaran Pendapatan 374.530 532.880,50 397358 048 672,31 420.376314 095,34 432.174.284.859,43 - 406.109.795.126,90 
Rasio Efektivitas (%) 97,36 95,72 98,94 98,90 - 97,73 
Kriteria Efektif Efektif Efektif Efektif - Efcktif 
Peringkat 6 8 7 9 - 9 

10 Kab. Lebong 
Realisasi Pendapatan 311J95 371741,06 325.878.63 7.650,30 386.300.497.723,93 402.267.188.552,47 470.564.114.000,00 3 79.281.161.933,55 
Anggaran Pendapatan 321.695.999.979,00 318.240.102.690,63 389292.783.875,46 413.429.566.960,97 - 360 664 613.376,51 
Rasio Efektivitas (%) 96,80 102,40 99,23 97,30 - 98,93 
Kriteria Efektif S. Efektif Efektif Efektif - Efektif 
Peringkat 9 I 6 II - 5 

II Kab. Rejang Lebong 
Realisas i Pendapatan 479.808.456319,22 516.012.940.894,90 558.241.358.035.27 630.815.936.603,71 635.081.809.100,00 563.992.100.190,62 
Anggaran Pendapatan 469.650.116.932,87 515.833.249 033,95 567.207.040.383,73 610355.125.735,71 - 540.761.383.021,57 ' 

Rasio Efektivitas (%) 102,16 100,03 98,41 103,35 - 100,99 
Kriteria S. Efcktif S Efektif Efcktif S. Efektif - S. Efektif I 

Peringkat 3 4 10 2 - 2 I -- - --- -

Sumber: Data Sekunder Diolah, 20 15 
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No Keterangan 

I Provinsi Bengkulu 
Realisasi Belanja 
Anggaran Belanja 
Rasio Efisiensi (%) 
Kriteria 
Peringkat 

2 Kota Bengkulu 
Realisasi Belanja 
Anggaran Belanja 
Rasio Efisiensi (%) 
Kriteria 
Peringkat 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Realisasi Belanja 
Anggaran Belanja 
Rasio Efisiensi (%) 
Kriteria 
Peringkat 

4 Kab. Bengkulu Tengah 
Realisasi Belanja 
Anggaran Belanja 
Rasio Efisiensi (%) 
Kriteria 
Peringkat 

5 Kab. Bengkulu Utara 
Realisasi Belanja 
Anggaran Belanja 
Rasio Efisiensi (%) 
Kriteria 
Peringkat 

Lampiran 3 
Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Tahun Anggaran 
2009 2010 20ll 2012 2013 

855.891.102.535,50 872.093.175.026,00 908.399387.237,00 I 364.614.993.898,00 1.735.160.259.000,00 
982.022.392.363,00 965.888.745.713,00 1.064467.111.260,00 1.572.440. 796.132,00 -

87,15 90,28 85,33 86,78 -
C. Efisien K. Efisien C. Efisien C. Efisien -

2 5 2 3 -

500.997.884400,00 543456.354.281,00 595.218.619343,00 642.273.933.972,28 722 970 001 000,00 
534398.327.128,79 570363.945.292,00 616.116485.821,82 680.584.694.53 7,20 -

93,75 95,28 96,60 94,37 -
K. Efisien K Efisien K. Efisien K. Efisien -

6 II II 6 -

374.572.123.786,00 396438.100417,36 4 76.746.036 992,95 539.683.242.575,00 666.100419.500,00 
397 228403 709,16 421.854.512.326,58 50 I 860 672.098,97 568.709.795.233,70 -

94,30 93,97 94,99 94,89 -
K. Efisien K. Efisien K. Efisien K. Efisien -

8 8 10 8 -

I 07.097.771.979,22 295.387.207.149,61 412.594.151.673,00 407.528.362.748,79 434.965.138.500,00 
114.201.376.101,00 336.522476.688,07 438.273.643.619.00 426.550.874.214,45 -

93,78 87,78 94,14 95,54 
K. Efisien C. Efisien K. Efisien K. Efisicn -

7 I 7 9 -

446.627.3954 74,00 490.609418.121,0 I 591 123.231.934,40 685.187.145.395,12 691488.762.000,00 
482.4 78.93 7. 7 33,94 528.653.434.646,00 699 020 786.100,56 703.561.930.988,22 -

104,24 92,80 84,56 97,38 -
T Efisien K. Efisicn C. Efisien K. Efisien -

II 7 I II -

Rata-rata Rasio 
Efisiensi 

1.147.231.783.539,30 
1.146.204.761367,00 

87,39 
C. Efisien 

2 

620.983.358.599,26 
600.365.863.194,95 

95,05 
K. Efisien 

10 

490.707.984.654,26 
472413.345.842,10 

94,54 
K. Efisien 

7 

331.514.5264 I 0,12 
328.887.092.655,63 

92,81 
K Efisien ' 

' 

6 

581.007.190.603,11 I 

482.743.017.893,74 
94,75 

K. Efisien 
9 

--- --
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No Keterangan 
Tahun Anggaran Rata-rata Rasio 

2009 2010 20ll 2012 2013 Efisiensi 

6 Kab. Mukomuko 
Realisasi Belanja 382.305.531.824,00 348.703.079.222,00 371J83.295.192,00 458.136.740.893,00 488.450.996.000,00 409.795.928.626,20 
Anggaran Belanja 420.748.737.558,56 390.439.651.647,00 392.572.404 842,68 628.159.292.115,00 - 457.980.021.540,81 
Rasio Efisiensi (%) 90,86 89,31 94,60 72,93 - 86,93 
Kriteria K. Efisien C. Efisien K. Efisien Efisien - C. Efisien 
Peringkat 4 3 8 I - I 

7 Kab. Kaur 
Realisasi Belanja 312.788.076.001,06 314.892.584.268,00 355.460.934.019,00 416.397.338.772,00 46 7.309.294.900,00 3 73.369.645.592,0 I 
Anggaran Belanja 326.714.739.966,00 331.274.713.188,86 374.33 7.359.139,09 439.785.219.535,50 - 368.028.007.957,36 
Rasio Efisiensi (%) 95,74 95,05 94,95 94,68 - 95,11 
Kriteria K. Efisien K. Efisien K. Efisien K. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 10 10 9 7 - II 

8 Kab. Seluma 
Realisasi Belanja 333.379.945.722,00 374 296429.018,60 436.143 807440,30 411.675.204.275,00 504413.211.700,00 411.981.719.631,18 
Anggaran Belanja 370.304.375.971,00 423.992.589.249,75 469.835 230 585,03 497.566.430.824,00 - 440.424.656.65 7,44 
Rasio Efisiensi (%) 90,03 88,27 92,82 82,73 - 88,46 

' 
Kriteria K. Efisien C. Efisien K. Efisien C Efisien - C. Efisien I 

Peringkat 3 2 4 2 - 3 

9 Kab. Kepahiang l Realisasi Belanja 396.252.714.846,00 379.497.366.92422 398.35 1.739 722,00 398.435.261.413,00 319.020 779.900,00 378.311.572.561,04 
Anggaran Belanja 425.549431 586,89 415.196073.443,68 427.581.824 609,75 451.16 7.400.877, 79 - 429.873.682.629,53 
Rasio Efisiensi (%) 92,90 91,40 93,16 88,31 - 91,44 
Kriteria K. Efisien K. Efisien K. Efisien C. Efisien - K. Efisien 
Peringkat 5 6 5 4 - 5 

10 Kab. Lebong 
Realisasi Belanja 320.913.553.070,00 329.195.841.949.00 362.944.155.427,00 391 834 087744,80 420.795.838.300,00 365.136.695.298,16 
Anggaran Belanja 3 78.853.837.085,81 368.316.589.887,98 396.874.148.890,00 440.128.582.737,29 - 396.043.289.650,27 
Rasio Efisiensi (%) 84,71 89,37 91,45 89,03 - 88,64 
Kriteria C. Efisien C. Efisicn K. Efisien C Efisien - C. Efisien 
Peringkat I 4 3 5 - 4 

II Kab. Reiang Lebong 
Realisasi Belanja 491.779.699.481,83 515 789 760.859,77 549.491.742.575,35 619.437 289.544,37 542.884.702.700,00 543.876.639.032,26 
Anggaran Belanja 519.285.092.141,49 544.985.346.561,73 589.731.583.763,72 643.094.548.521,49 - 574.274.142.747,11 
Rasio Efisiensi (%) 94,70 94,64 93,17 96,32 - 94,71 
Kriteria K. Efisien K. Efisien K. Efisicn K. Efisien - K. Efisicn 
P_eri ngkat . 9 9 6 10 - 8 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 20 15 
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Lampiran 4 
Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja) Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

1. Rasio Belanja Rutin terhadap PAD 

No Keterangan 
Tahun Anggaran 

2009 2010 2011 2012 2013 
1 Provinsi Bengkulu 

Total Belanja Rutin 600310.222.734,00 699.631.743.696,00 687.509.827.964,00 1.074350334.690,00 1365.655.567.000,00 
Total APBD 1.846.848.290.586,14 1.972.059.194.798,88 2.075.381.633.354,93 2.927.140.389.157,19 3.328.445.138.000,00 
RBRPAD (%) 32,50 35,38 33,13 36,70 41,03 
Kriteria C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi Serasi 
Peringkat 8 9 11 9 2 

2 Kota Bengkulu 
Total Belanja Rutin 390.5 70.594.059,00 439.828.514.848,00 512.758.199.887,00 579.041.219.136,00 599.325.068.000,00 
Total APBD 976.661.940.569,03 1.079.128 129 014,62 1207.033 772.790,27 lJ 19 493.161.857,15 1.537.276.262.000,00 
RBRPAD(%) 39,99 40,76 42,48 43,88 38,99 
Kriteria C. Serasi Serasi Serasi Seras1 C. Serasi 
Peringkat 3 2 1 1 5 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Total Belanja Rutin 297.277.172.426,00 349.930.177263,36 399.315.419 775,00 457.874.992.461,00 573314.512.500,00 
Total APBD 742.087.215.699,42 791.405.851.5 86,78 950.724.224.293,43 1 100 243 800 226,90 1 258 613.656300,00 
RBRPAD(%) 40,06 44,22 42,00 41,61 45,55 
Kriteria Serasi Serasi Serasi Serasi Serasi 
Peringkat 2 1 2 2 1 

4 Kab. Benekulu Tengah 
Total Belanja Rutin 98247.957.102,22 193.704.911.565,01 290.33 7. 705.457,00 329.438.234.717,79 353226.780.800,00 
Total APBD 222.534376387,51 626.854.459.131,76 803.760.223.248,62 811.536.980.448,94 893.930.880.800,00 
RBRPAD(%) 44,15 30,90 36,12 40,59 39,51 
Kriteria Serasi C. Serasi C Serasi Serasi C Serasi 
Peringkat I 10 7 4 4 

5 Kab. Benekulu Utara 
Total Belanja Rutin 348.727.170.988,00 396.025.749.050,00 465.109.750.875,94 511.625.626.813,12 561.696.183.100,00 
Total APBD 898.883.274.760,35 982.187.780.822,49 1.250.091.282. 768,51 1.322.384.297. 187,18 1.380.957. 714.000,00 
RBRPAD (%) 38,79 40,32 37,21 38,69 40,67 
Kriteria C Serasi Serasi C. Serasi C Serasi Serasi 
Peringkat 4 3 6 6 3 

-

-- - -----

Rata-rata RBRPAD 

885.491.539.216,80 
1. 764.285.901.579,43 

35,75 
C Serasi 

8 

504.304.719.186,00 
1.223.918.653.24622 

41,22 
Serasi 

2 

415.542.454.885,07 
968.614.949.621,31 

42,69 
Serasi 

1 

252 991117.928,40 
671.723.384.003,37 

38,25 
C Serasi 

5 

456.634.896.165,41 
L 166.900.869.907,71 

39,14 
C Serasi 

3 
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RBRPAD 
2009 2010 2011 2012 2013 

6 Kab. Mukomuko 
Total Belanja Rutin 225.918.810.401,00 260.156.696.599,00 294.830.484.564,00 357.498.951.742,00 365.870.929.900,00 300.855.174.641,20 
Total APBD 766.405.487.849,41 746352.774.455,52 790 021.882 385,48 921.427.177.717,93 962.031.904.200,00 837.247.845321,67 
RBRPAD(%) 29,48 38,86 37,32 38,80 38,03 36,50 
Kriteria T Serasi C Serasi C Serasi C Serasi C Serasi C Serasi 
Peringkat 9 5 5 5 7 7 

7 Kab. Kaur 
Total Belanja Rutin 209.498.851.509,06 243.135 267 628,00 273.997.555.077,00 326.922.424.252,00 360.826.001.100,00 282.876.019.913,21 
Total APBD 606 806 870.930,51 631.041 388.168,25 720.873 686.635, IS 847.094.017 548,92 928.436.119300,00 746.850.416.516,57 
RBRPAD(%) 34,52 38,53 38,01 38,59 38,86 37,70 
Kriteria C Serasi C Serasi C Seras1 C Serasi C Serasi C Serasi 
Peringkat 6 6 4 7 6 6 

8 Kab. Seluma 
Total Belanja Rutin 225.000.701.730,60 271.84 7.341.617,00 295.519.458.760.00 317.755 212144,00 407.176.781.200,00 303.459.899.090.32 
Total APBD 675.928.170 046,81 722490 503 770,03 879.579 622329,88 898 077.395.000,83 1.079.992.873.400,00 851213 712909.51 
RBRPAD(%) 33,29 37,63 33,60 35,38 37,70 35,52 
Kriteria C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Seras1 
Peringkat 7 7 10 11 8 9 

9 Kab. Kepahiang 
Total Belanja Rutin 218 054450 155,00 226.595.215.712,00 277694 029 789,00 299.156.400.882,00 218.579.131.800,00 248 015.845.667.60 
Total APBD 760.894.406 757,33 759.845471.991,48 814.280.843073,76 825.856.640.014,93 682.038.784.500,00 768 583.229.267,50 
RBRPAD(%) 28,66 29,82 34,10 36,22 32,05 32,17 
Kriteria T Serasi T Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat 10 11 9 10 11 II 

10 Kab. Lebong 
Total Belanja Rutin 174.130.798.403,00 241.742.767.435,00 269.091.642.467,00 295.000.636.172,80 332.868432.700,00 262 566 855435.56 
Total APBD 632308.924.811,06 655.074.4 79.599,30 749.244.653.150,93 794.101.206.297,27 891.359.952300,00 744417.843.231,71 
RBRPAD(%) 27,54 36,90 35,91 37,15 37,43 34,99 
Kriteria T Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C. Serasi C Serasi 
Peringkat 11 8 8 8 9 10 

11 Kab. Rejang Lebong 
Total Belanja Rutin 358.726404.243,60 401.935.535.760,77 451.131.647.974,35 511.919.007.752,00 404.072.788.500,00 425.557.076.846,14 
Total APBD 971.588.155.801,05 1.031.802.701.754,67 1.107.733.100.610,62 1.250.253.226.148,08 1.177.966.511.800,00 1.1 07.868.739.222,88 
RBRPAD(%) 36,92 38,95 40,72 40,94 34,30 38,37 
Kriteria C Serasi C Serasi Serasi Serasi C. Serasi C. Serasi 
Peringkat 5 4 3 3 10 4 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 20 15 
Keterangan :Total Belanja Rutin== Jumlah Belanja Operasi; RBRPAD == Rasio Belanja Rutin terhadap PAD 
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2. Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 
_, ~- ---~---- - --.------

No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPPAD 2009 2010 2011 2012 2013 
I Provinsi Bengkulu 

Total Belanja Pembangunan 249.114.367.266,00 165.861.964.330,00 220.889.5 59.2 73,00 290.264.659.208,00 2 77.3 78.859.069,00 240.701.881.829,20 
Total APBD 1.846.848.290.586,14 1.972.059.194.798,88 2.075.381.633.354,93 2.927.140.389.157,19 3.328.445.138.000,00 2.429.974.929.179,43 
RBPPAD (%) 13,49 8,41 10,64 9,92 8,33 10,16 
Kriteria ST. Serasi ST. Serasi ST. Scrasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 7 10 6 7 9 9 

2 Kota Bene:kulu 
Total Belanja Pembangunan I 09.642.344.741,00 I 03.582.739.433,00 82.133.098.256,00 63.152.680.636,28 124.277386.287,00 96.557.649.870,66 
Total APBD 976.661.940.569,03 1.079.128.129.014,62 1.207.033. 772.790,27 1.319.493 161.857,15 1.53 7.276.262.000,00 1.223.918 653 246,22 
RBPPAD (%) 11,23 9,60 6,80 4,79 8,08 8,10 
Kriteria ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 9 8 II II 10 II 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Total Belanja Pembangunan 74.103.206.985,00 44.997.459.154,00 76.175.630.262,95 81.760.404.114,00 92.770.057.197,80 73.961.351.542,75 
Total APBD 742.087.215.699,42 791.405.851.586,78 950.724.224.293,43 1.100.243.800.226,90 1.258.613.656300,00 968.614.949.621,31 
RBPPAD(%) 18,27 5,50 7,80 7,32 7,37 9,25 
Kriteria T Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi S.T Serasi 
Peringkat 4 II 10 10 II 10 

4 Kab. Bene:kulu Tengah 
Total Belanja Pembangunan 8.849.814.877,00 100300.202.584,00 121.922.739.162,00 77.494.882.709,00 113.169.701.117,14 84.347.468.089,83 
Total APBD 222.534376387,51 626.854.459.131,76 803.760.223.248,62 811.536.980.448,94 893.930.880.800,00 6 71.723.384.003,3 7 
RBPPAD (%) 3,98 16,00 15,17 9,55 12,66 11,47 
Kriteria ST. Serasi T Serasi T. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi 
Peringkat II 2 2 8 4 7 

5 Kab. Beogkulu Utara 
Total Belanja Pembangunan 97368.142.486,00 93.796369.071,01 125.568.631.058,46 172.774.148 882,00 129.086.066.505,00 123.718.671.600,49 
Total APBD 898.883.274.760,35 982.187.780.822,49 1.250.091.282. 768,51 IJ22384.297.187,18 I 380.957.714.000,00 1.166 900 869 907,71 
RBPPAD(%) 10,83 9,55 10,04 13,07 9,35 10,57 

I Kriteria ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 10 9 7 I 8 8 I -
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPPAD 
2009 2010 2011 2012 2013 

6 Kab. Mukomuko 
Total Belanja Pembangunan 154.152307.934,00 86.720.376.656,00 75.261.833.174,00 96.458.376.617,00 I 02.271.277.293,00 147.709.750.444,12 
Total APBD 766.405.487.849,41 746.352.774.455,52 790.021.882.385,48 921.427.177.717,93 962.031.904.200,00 837.247.845.321,67 
RBPPAD(%) 20,11 11,62 9,53 10,47 10,63 12,47 
Kriteria T. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi S.T. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 3 5 8 5 7 5 

7 Kab. Kaur 
Total Belanja Pembangunan l 02.616.810.992,00 71.749.816.640,00 81.463378.942,00 89.474.914.520,00 I 06.387.856.83 7,00 90.338.555.586,20 
Total APBD 606.806.870.930,51 631.041.388.168,25 720.873.686.635,15 847.094.017.548,92 928.436.119300,00 746.850.416.516,57 
RBPPAD (%) 16,91 11,37 11,30 10,56 11,46 12,32 
Kriteria T. Serasi ST. Serasi ST Serasi S.T. Serasi ST. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 5 6 5 4 6 6 

8 Kab. Seluma 
Total Belanja Pembangunan I 07.427.341.216,40 102.449.087.40 I ,60 140.558.256.180,30 91.214.819.589,00 139.750.400.361,00 116.279.980.949,66 
Total APBD 675.928.170.046,81 722.490.503.770,03 879 579.622.329,88 898.077.395.000,83 I. 079.992.873.400,00 851.213.712.909,51 
RBPPAD(%) 15,89 14,18 15,98 10,16 12,94 13,83 
Kriteria T. Serasi ST Serasi T. Serasi ST. Serasi S.T. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 6 3 l 6 3 4 

9 Kab. Kepahiang 
Total Belanja Pembangunan 178.123.264.691,00 152.902.151.212,22 120.657.709.933,00 99.238.530 531,00 137.904.638.747,00 13 7 765 259.022.84 
Total APBD 760 894406.757,33 759.845.471.991,48 814.280.843.073,76 825.856.640.014,93 682.038.784.500,00 768.583.229.267,50 
RBPPAD (%) 23,41 20.12 14,82 12,02 20,22 18,12 
Kriteria T. Serasi T. Serasi ST. Serasi ST. Serasi T. Serasi T. Serasi 
Peringkat I I 3 3 2 l 

10 Kab. Lebon~ 
Total Belanja Pembangunan 146.575.011.467,00 86.925.458.114,00 93.852.512.960,00 96.833.451.572,00 Ill 139.918.041,00 I 07.065.270.430,80 
Total APBD 632.308.924.811,06 655 074479 599,30 749.244.653.150,93 794.101.206.297,27 891.359.952.300,00 744.417 843.231,71 
RBPPAD(%) 23,18 13,27 12,53 12,19 12,47 14,73 
Kriteria T. Serasi ST Serasi S.T. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi 
Peringkat 2 4 4 2 5 2 I 

II Kab. Rejang Lebong 
Total Belanja Pembangunan 130.993.941.238,23 110.280.247.099,00 95.939347.692,00 I 06.638.596.740,00 350.577.298.922,45 230.770.166.057,38 
Total APBD 971.588.155.801,05 1.031.802. 701.754,67 1.1 07.733.100.610,62 1.250.253.226.148,08 I I 77.966.511.800,00 I I 07.868.739.222,88 
RBPPAD (%) 13,48 10,69 8.66 8,53 29,76 14,22 
Kriteria ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi ST. Serasi T. Scrasi ST. Serasi 

_Peringkat 8 7 9 9 I 3 
--- -

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan :Total APBD = Jumlah Pendapatan + Jumlah Belanja + Jumlah Pembiayaan Netto; RBPPAD = Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 
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Lampiran 5 
Hasil Penghitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

No Keterangan 
Tahun An!!!!aran Rata-rata 

2009 2010 2011 2012 2013 DSCR 

I Provinsi Bengkulu 
PAD 287.781.580.630,84 351.091.488.316,00 440.920.183.714,43 483.768.274.997,19 490.027.933.000,00 
Bagian Daerah 48.881.381.916,34 54.774.236.879,00 68.266.688.698,00 79.064.896.752,00 80.483.143.000,00 
DAU 487.339.494.000,00 523.041.290 000,00 607388 036.000,00 775.311.166.000,00 794.647.828.000,00 

Belanja Wajib 600.310.222.734,00 699.631.743.696,00 687.509.827.964,00 1.074.350.334.690,00 1.365.655.567.000,00 14,91 

Jumlah 1 223.692.233.813,18 225.275.271.499,00 4 29.065.080.448,43 263.794.003.059,19 570.511.076.000,00 
(Mampu 

Pokok Angsuran 190.000.000.000,00 - I 06.339.950,00 - 60.000.000.000,00 
Mengembalikan 

Bunga Pinjaman 14% X 190.000.000.000,00 - 14% X I 06.339.950,00 - 14% X 60.000.000.000,00 
Hutang) 

26.600.000.000,00 - 14.887.593.00 - 8.400.000.000,00 

Jumlah 2 216.600.000.000,00 - 121.227.543,00 - 68.400.000.000,00 
DSCR(%) 1,03 - 35,39 - 8,34 

2 Kota Ben!!kulu 
PAD 16.941.305.683,11 26.677.744.840.91 39.318 037.209.63 41.709.552.051,54 45.979.828.000,00 
Bagian Daerah 25.372.549.133,00 30.481.823.744,00 31.065.714.821,00 38 864.925.424.00 97.937.143.000,00 

DAU 340.287.159.000,00 351.461.812.000,00 397.054.908.000,00 4 75.745.500.000,00 59.072.218.000,00 
Belanja Wajib 390 570 594.059,00 439.828.514.848,00 512.758.199.887,00 579.041.219.136,00 599.325.068.000,00 -16,63 I 

Jumlah 1 -7.969.580.242,89 -31.207.134.263,09 -45.319.539.856,37 -22.721.241.660,46 -396.335.879.000,00 (Tidak Mampu 

Pokok Angsuran - 1.000.000 000,00 12.500 000.000,00 16.648.731.153,00 1.000 000.000,00 
Mengem bali ka n 

I 

Bunga Pinjaman - 14% X 1.000.000.000,00 14% xl2.500.000.000,00 14% X 16.648.731.153,00 14% X 1.000.000.000,00 
Hutang) 

- 140.000.000,00 1.750.000.000,00 2.330.822.361,42 140.000.000,00 
I Jumlah 2 - 1.140.000.000,00 14.250.000.000,00 18.979.553.514,42 1.140.000.000,00 

DSCR(%) - -27,37 -3,18 -1,20 -34,77 

3 Kab. Bene. Selatan 
PAD 22 042 030 166,95 11.894.036.693,62 14.758.401.174,70 18.911.016.577,54 24.454.023.000,00 
Bagian Daerah 289.132.028.084,00 20.191.778.953,00 22.999.153.693,00 23.597.301.976,00 24.926.837.400,00 

DAU 2 72.434.666.000,00 285.481.509.000,00 322.293.917.000,00 396.665.102.000,00 50.186.000.000,00 
Belanja Wajib 297.377.172.426,00 349 930.177.263,36 399.315.419.775,00 457.874.992.461,00 573.314.512.500,00 -16,30 

Jumlah 1 286.231.551.824,95 -32.362.852.616,74 35.705.385.375,70 -18.701.571.907,46 -473.747.652.100,00 
(Tidak Mampu 

Pokok Angsuran - 1.188.061.005,59 67.732.888.970,00 6.203.453.625,0 I 10.623.911.300,00 
Mengembalikan 

Bunga Pinjaman - 14% X 1.188.061.005,59 14% X 67 732.888.970,00 14% X 6.203.453.625,01 14% X 10.623.911.300,00 
Hutang) 

- 166.328.540,78 9.482.604.455,80 868.483.507,50 1.487.347.582,00 

Jumlah 2 - 1.354.389.546,37 77.215.493.425,80 7.071.937.132,51 12.111.258.882,00 
DSCR (%) - -23,89 0,46 -2,64 -39,12 
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata DSCR 2009 2010 20ll 2012 2013 
4 Kab. Beng. Tengah 

PAD 1.652.713.172,72 3.137.025.712,68 4.444.531.263,22 5. 743.484.323,56 6.756.990.000,00 
Bagian Daerah 12.032.258.177,00 21.597.793.656,00 29.928.264.308,00 32.298.244.257,00 38.720.108.900,00 
DAU 79.376.104.000,00 208.427.792.000,00 249.976.279.000,00 288.87 5.390.000,00 30.202.000.000,00 
Belanja Wajib 98.247.957.102,22 193.704.911.565,01 290.33 7. 705.457,00 329.438.234.717.79 353.226.780.800,00 -0,93 

Jumlah I -5.186.881.752,50 39.457.699.803,67 -5.988.630.885,78 -2.52l.ll6.137,23 -277.547.681.900,00 (Tidak Mampu 

Pokok Angsuran - 1.000.000.000,00 - 1.815.136.209,00 6.731.201.600,00 
Mengembalikan 

Bunga Pinjaman - 14% X 1.000.000.000,00 14% X 1.815.!36.209,00 14% X 6. 731.201.600,00 
Hutang) 

- 140.000.000,00 - 254.119.069,26 942.368.224,00 
Jumlah 2 - l.l40.000.000,00 - 2.069.255.278,26 7.673.569.824,00 

DSCR(%) - 34,61 - -1,22 -36,17 

5 Kab. Bene. Utara 
PAD 13.350.500.134,91 20.354.406.066,04 19.099.215.920,70 25.311.027.531,89 30.114.221.900,00 
Bagian Daerah 21.288.613.218,00 30.949.321.312,40 43.297.384.196,00 49.432.509.367,00 26.013.603.300,00 
DAU 306.069.861.000,00 327.441.782.000,00 374.334.712.000,00 448.065.642.000,00 483.142.211.000,00 
Be1anja Wajib 348.727.170.988,00 396.025.749.050,00 465.109.750.875,94 511.625.626.513,12 561.696.183.100,00 -42,45 

Jumlah I -8.018.196.635,09 -17.280.239.671,96 -28.378.438.759,24 ll.l83.553.385, 77 -22.426.146.900,00 (Tidak Mampu 

Pokok Angsuran - - - - 20.000.000.000,00 
Mengembalikan 

Bunga Pinjaman - - - - 14% X 20.000.000.000,00 
Hutang) 

- - 1.140.000.000,00 
Jum1ah 2 - - - - 2l.l40.000.000,00 

DSCR(%) - - - - -42,45 
6 Kab. Mukomuko 

PAD 8.973.011.076,60 9.034.573. 730,36 9.341.068. 798,75 9.217.503.958,91 11.286.295.900,00 
Bagian Daerah 27.917.848.852,00 29.999.704.563,00 29.559.183.037,00 31.790.119.164,00 15.252.824.300,00 
DAU 234.105.397.000,00 249.926.507.000,00 281.889.471.000,00 338 203.452 000,00 423.756.452.000,00 
Be1anja Wajib 225.918.810.40 I ,00 260.156.696.599,00 294.830.484.564,00 357498.951.742,00 365.870.929.900,00 5,29 I 

(Mampu I 

Jumlah I 45.077.446.527,60 28.804.088.694,36 -74.040.761.728,25 21.712.123.380,91 80.424.642.300,00 
Pokok Angsuran 21.875.000.000,00 43.796.212.308.000,00 28.242.652.644,00 5.224.716.729,00 3.520.178.000,00 

Mengembalikan 
I 

Bunga Pinjaman 14% X 21.875.000.000,00 14% X 43.796.212.308.000,00 14% X 28.242.652.644,00 14% X 5.224.716.729,00 14% X 3.520.178.000,00 
Hutang) 

3.062.500.000,00 6.131.469.723.120,00 3.953.971.370,16 731.460.342,06 1.068.595.488,80 
Jumlah 2 24.937.500.000,00 49.927.682.031.120,00 32.196.624.014,16 5.956.177.071,06 4.588. 773.488,80 

DSCR(%) 1,81 5,77 -2,30 3,64 17,53 
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata DSCR 2009 2010 2011 2012 2013 
7 Kab. Kaur 

PAD 9.012.332.810,80 6.046.143.975,79 6.810.591.506,25 7. 781.828.80 I ,72 I 0341.333.200,00 
Bagian Daerah 22394 756.915,00 26.671.766.912,00 24.707.843.583,00 27.917.254.555,00 28351.145.700,00 
DAU 204.909.166.000,00 218.613.498.000,00 248.742.460.000,00 301.076.661.000,00 302326.020300,00 
Belanja Wajib 209.498.851.509,06 243.135.267.628,00 2 73.997.555.077,00 326.922.424.252,00 360.826.001.100,00 2,78 

Jumlah 1 26.817.404.216,74 819.141.259,79 6.263.340.012,25 9.853.320.1 04,72 -19.807.501.900,00 
(Mampu 

Pokok Angsuran - 212.082.400,00 2.191.586.070,00 1.205. 737.965,00 8.811019.800,00 
Mengembalikan 

Bunga Pinjaman - 14% X 212.082.400,00 14% X 2.191586.070,00 14% X 1.205.737.965,00 14% X 8.811019.800,00 
Hutang) 

- 29.691.536,00 306.822.049,80 168.803315,10 1.233.542. 772,00 

Jumlah 2 - 241.773.936,00 2.498.408.119,80 1.37 4.541.280, I 0 I 0.044.562.572,00 
DSCR (%) - 3,39 2,51 7,17 -1,97 

8 Kab. Seluma 
PAD 5.931.374.613,80 5.519.577 I 77,46 5.535.533.741,35 10.751.155.674,78 17.566.639.600,00 
Bagian Daerah 21.240.904.293,00 24.473.528.242,00 24.790.275.127,00 27.915.767.578,00 41361145.700,00 
DAU 247378.848.000,00 257.750.82 I .000,00 286.760.123.667,00 349.783377.000,00 400.861.633.000,00 
Belanja Wajib 225.000.701.730,60 271867343.627,00 295.519.458.760,00 317.755.212.144,00 407.176.781.200,00 22,20 

Jumlah 1 49.550.425.176,20 15.876.582.792,46 21.566.4 73.775,35 70.695.088.108,78 52.612.637.100,00 
(Mampu 

Pokok Angsuran - - 1.000.000.000,00 - 1.811019.800,00 
Mcngembalikan 

Bunga Pinjaman - - 14% X 1000.000.000,00 - 14%x 1811019.800,00 
Hutang) 

- - 140.000.000,00 - 253.542.772,00 
Jumlah 2 - - 1.140.000.000,00 - 2.064.562.572,00 i 

DSCR{%) - - 18,91 - 25,48 

9 Kab. Kepahiang 
! 

PAD 11943.947.476,50 9.639.855.811,83 11.969.653357,14 13.896.281 348,17 19.467.833.700,00 
Bagian Daerah 20.646.138.123,00 25.311992.976,00 24.734.200.280,00 25.42 I .200.025,00 23.351.145.700,00 
DAU 215.415.025.000,00 234.497.386.000,00 264.545 031.000,00 317.102.587.000,00 200.861.633.000,00 
Belanja Wajib 218.054.450.155,00 225.595.215.712,00 277.694.029.789,00 299.156.400.882,00 218.579.131.800,00 28,92 

Jumlah 1 2.950.660.444,50 43.854.019.075,83 23.554.854.848,14 57.263.667.491,17 25.101.480.600,00 
(Mampu 

Pokok Angsuran - 511.650.400,00 15.757.617.455,81 3.379.566. 771,00 7.370.500.000,00 
Mengembalikan 

Bunga Pinjaman - 14% X 511.650.400,00 14% X 15.757.617.455,81 14% X 3379.566.771,00 14% X 7.370.500.000,00 
Hutang) 

I 

- 71.631056,00 2.206 066.443,81 473.139347,94 1.031.870.000,00 
Jumlah 2 - 583.281.456,00 17.963.683.899,62 3.852.706.118,94 8.402.370.000,00 

i DSCR(%) ___ - 75,18 Ul 14,86 24,33 -- -- -
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No Keterangan 
2009 

10 Kab. Lebon~ 
PAD 7.680.588.328,60 
Bagian Daerah 85.474.608.471,00 
DAU 207.907.459.000,00 
Belanja Wajib 174.130.798.403,00 

Jumlah 1 126.931.857.396,60 
Pokok Angsuran -
Bunga Pinjaman -

-
Jumlah 2 -

DSCR (%) -
II Kab. Rej_an~ Lebon~ 

PAD 19.892.527.742,24 
Bagian Daerah 19.213.947.809,00 
DAU 321216.933.000,00 
Be1anja Wajib 358.726.404.243,60 

Jumlah 1 1.597.004.307,64 
Pokok Angsuran 174.176.205,40 
Bunga Pinjaman 14% X 174.176.205,40 

24.384.668,75 

Jumlah 2 198.560.874,15 
DSCR (%) 8,04 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan: 

2010 

6.255.400.998,83 
34.763.716.447,00 

218.618.650.000,00 
241.742.767.435,00 

17.895.000.010,83 
6.275.202.348,00 

14% X 6275202.348,00 
878.528.328,72 

7.153. 730.676,72 
2,50 

17.894.582.123,25 
24.113.758.640,00 

333.093 797 000,00 
401935.538.760,77 
-26.833.400.997,52 

4.699.894.418,00 
14% X 4.699.894.418,00 

657.985.218,52 

5.357.879.636,52 
~5,01 

Tahun An~~aran 
2011 2012 

7.790.174 032,14 7. 749.144.879,31 
29.986.361.968,00 31028.696511,00 

249.640.578.600,00 312.273.768.000,00 
269.091.642.467,00 295.000.636.172,80 

18.325.4 72.133,14 56.050.973.217,51 
8.074.173.569,35 5.172.287.300,00 

14% X 8.074.173.569,35 14% X 5.172.287.300,00 
I 130.384299,71 724.120.222,00 

9.204.557.869,06 5.896.407.522,00 
1,99 9,50 

19.851004.770,20 47171.759.045,92 
25.422.585.228,00 26.641231.149,00 

3 74.496.506.000,00 448.469.185.000,00 
451 131.647.974,35 511.919.007.752,00 
-31.361.551.976,15 10.363.167.442.92 

- 848.182.214,22 
- 14% X 848.182.214,22 
- 118.745.509,99 

- 966.927.724,21 
- 10,72 

- - -

1. Bagian Daerah =Dana Bagi Hasil Pajak+ Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 
2. Jumlah 1 =(PAD+ Bagian Daerah + DAU)- Belanja Wajib 
3. Pokok Angsuran = Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

2013 

12.828.933.500,00 
108.410.055.200,00 
250.497.935.700,00 
332.868.432.700,00 

38.868.491.700,00 
4.269.620.000,00 

14% X 4.269.620.000,00 
597.746.800,00 

4.867.366.800,00 
0,88 

53.490.305.300,00 
18.544.318.100,00 

453.542.153.400,00 
404.072.788.500,00 

121.503.988.300,00 
3.339.762.400,00 

14% X 3.339.762.400,00 
46 7 .566. 736,00 

3.807.329.136,00 
31,91 

4. Bunga Pinjaman = 14%/tahun (suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang sedang berlaku) x Pokok Angsuran 
5. Jumlah 2 = Pokok Angsuran + Bunga Pinjaman 

Jumlah 1 
6. DSCR= I h 2 Jum a 

Rata-rata DSCR 

3,72 
(Mampu 

Mengembalikan 
Hutang) 

11,41 
(Mampu 

Mengembalikan 
Hutang) 

7. Tidak semua daerah memiliki hutang (pinjaman) yang beri tanda strip (-), sehingga daerah yang tidak memiliki hutang tidak dapat 
ditentukan DSCR-nya. Implikasinya, pemeringkatanjuga tidak dapat dilakukan secara keseluruhan (untuk 5 tahun anggaran). 
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1. Rasio Penerimaan PAD 

No Keterangan 

I Provinsi Bengkulu 
Total PAD 1 

Total PAD r 
RPPAD (%) 
Kriteria 
Peringkat 

2 Kota Bengkulu 
Total PAD i 
Total PADr 
RPPAD (%) 
Kriteria 
Peringkat 

3 Kab. Beng_kulu Selatan 
Total PAD i 
Total PADr 
RPPAD(%) 
Kriteria 
Peringkat 

4 Kab. Bengkulu Tengah 
Total PAD i 
Total PADr 
RPPAD (%) 
Kriteria 
Peringkat 

5 Kab. Bengkulu Utara 
Total PAD i 
Total PAD r 
RPPAD(%) 
Kriteria 

Lampiran 6 
Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

Tahun Anggaran 
2009 2010 2011 2012 2013 

287.781.580.630,84 351091.4883 16,22 712.264.183.714,43 483.768.274.997,19 490.02 7.933.000,00 
289.078.259.587,03 287.781.580.630,84 351091.488.316,22 712.264.183.714,43 483.768.274.997,19 

-0,45 22,00 102.87 -32,08 1,29 
Menu run Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 

8 3 I II 10 

26.941.305.683,11 26.677.744 840.00 39.318.037.209,63 41709.552.051,54 45.979.828.000,00 
24.562.456.078,99 26.941.305.683,11 26.677.744.840,00 39.318.037.209,63 41709.552.051,54 

9,68 -0,98 47,38 6,08 10,24 
Meningkat Menurun Meningkat Menurun Meningkat 

6 5 2 8 9 

22042 030 166,95 11894 036 693,62 14.758.40 I 174.70 18 911016.577,54 24.454.023.000,00 
12.773.550.718,50 22 042 030 166,95 II 894 036 693,62 14.758.401 174,70 18.911016.577,54 

72,56 -46,04 24,08 28,14 29,31 
Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Meningkat 

I II 6 5 5 

1652.713.172,72 3.137.025. 712,68 4.444.531.263,32 5. 743.484.323,56 6.756.990.000,00 
Tidak Ada 1.652.713172,72 3.137.025.712,68 4.444.531.263,32 5.743.484.323,56 

- 89,81 41,68 29,22 17,65 
- Meningkat Meningkat Menurun Menurun 
- I 3 4 7 

13.350.500.!34,91 20.354.406.066,04 19.099.215.920,70 25.311027.53!,89 30.114.221.900,00 
15.778.625.459,06 13.350.500.134,91 20.354.406.066,04 19.099.215.920,70 25311027.531,89 

-15,39 52,46 -6,17 32,52 18,98 
Menurun Meningkat Menurun Meningkat Menu run 

Peringf<at _ L__ 
9 2 ll 

-
3 6 

------- --------- -

_,..- --- - ~-.- -----

Rata-rata RPPAD 

464.986.692.131 '74 
354.648.678.049,14 

18,73 
Meningkat 

5 

36.125.293.556,86 
31841.819.172,65 

14,48 
Meningkat 

9 

18.41190 I 522,56 
16.075.807 066,26 

21,61 
Meningkat 

4 

4346.948.894,46 
I 3.744.438.618,07 

44,59 
Meningkat 

I 

21645.874.310,71 
18.778.755.022,52 

16,48 
Meningkat 

8 
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPPAD 
2009 2010 2011 2012 2013 

6 Kab. Mukomuko 
Total PAD i 8.973.011076,60 9.034.573. 730,36 9341068.798,75 9.217.503.958,91 1.286.295.900,00 7.570.490.692,92 
Total PAD r 6.669.952.301,72 8.973.011076,60 9.034.573. 730,36 9341.068.798,75 9.217.503.958,91 8.647.221.973,27 
RPPAD(%) 34,53 0,69 3,39 -1,32 -86,04 -9,75 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Menurun Menu run Menurun 
Peringkat 4 4 9 10 11 11 

7 Kab. Kaur 
Total PAD i 9.012332.810,80 6.046.143.975,79 6 810.591.506,25 7.781.828.801,72 I 0341333.200,00 7.998.446.058,91 
Total PAD r 5.753.452.806,11 9 012332 810.80 6.046.143.975,79 6.810.591506,25 7. 781.828.80 I ,72 7 .080.869.980,13 
RPPAD(%) 56,64 -32,91 12,64 14,26 32,89 16,70 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 
Peringkat 2 10 7 7 4 7 

8 Kab. Seluma 
Total PAD i 5.931374.613,80 5.519.577.177,46 5 .53 5 .53 3. 7 41 ,3 5 I 0.721.155.674,78 17.566.639.600,00 9.054.856.161,48 
Total PAD r 4.151633373,22 5.931374.613,80 5.519.577.177,46 5. 535.533.741.35 I 0. 721.155.674,78 6.371.454.916,12 
RPPAD (%) 42,87 -6,94 0.29 93,68 63,85 38,75 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 3 6 10 2 2 2 

9 Kab. Kepahiang 
Total PAD i 11943.947.476,50 9.639.855.811,83 11989.653.357,14 13.896.281 348,17 19.467.833.700,00 13387.514.338,73 
Total PAD r 9.376.460.097,25 11.943.947.476,50 9.639.855.811,83 11989.653357,14 13.896.281.348,17 11369.239.618,18 
RPPAD (%) 27,38 -19,29 24,38 15,90 39,83 17,64 
Kriteria Meningkat Menurun Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 5 9 5 6 3 6 

10 Kab. Lebong 
Total PAD i 7.688.588.328,60 6.255.400.998,83 7.790.174.032,14 7.749.144.879,31 12.828.933.500,00 8.462.448.34 7. 78 
Total PAD r 12.513.000.963,63 7.688.588.328,60 6.255.400.998,83 7.790.174.032,14 7.749.144.879,31 8.399.261.840,50 
RPPAD(%) -38,56 -18,64 24,53 -0,53 65,55 6,47 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 10 8 4 9 I 10 

II Kab. Re.iang Lebong 
Total PAD i 19.892.527.742,24 17.894.582.123,25 19.851.004.770,20 47.171.759.045,92 53.490305.300,00 31.660.035.796,32 
Total PADr 19.944.617.011,47 19.892.527.742,24 17.894.582.123,25 19.851.004.770,20 47.171.759.045,92 24.950.898.138,62 
RPPAD(%) -0,26 -10,04 10,93 137,63 13,39 30,33 
Kriteria Menurun Menurun Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 

L_ -
7 7 8 I 

-
8 3 

- ·- -- - ·-

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan : i = Tahun berjalan; r = Tahun sebelumnya; RPPAD = Rasio Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
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2. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 

No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPTP 2009 2010 2011 2012 2013 
I Provinsi Bengkulu 

Total Pendapatan i 914.357.986.547,18 1.000.860.633.676,22 1.166.982.246.117,93 1.562.525.395.259,19 1.593.284.879.000,00 1.247.602.228.120,10 
Total Pendapatan r 1.082.518.266.435,03 914.357.986.547,18 1.000.860.633.676,22 1.166.982.246.117,93 1.562.525.395.259,19 1 145.448 905 607.11 
RPTP(%) -15,53 9,46 16,60 33,89 1,97 9,28 
Kriteria Menurun Meningkat Menmgkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 9 3 6 1 9 7 

2 Kola Bengkulu 
Total Pendapatan i 475 664 056.169,03 535.671.774.733,62 611.815.153.447,27 677.219.227.884,87 814.306.261.000,00 622.935 294.646,96 
Total Pendapatan r 453.141.761.873,98 475.664.056.169,03 535.671.774.733,62 611.815.153.447,27 677.219.227.884,87 550.702.394.821,75 
RPTP (%) 4,97 12,61 14,21 10,69 20,24 12,24 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 3 2 8 5 1 2 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Total Pendapatan i 367.515.091.913,42 394.967.751.169,42 473.978.187.300,48 560.560.557.651,90 592.513.236.800,00 477906.964.967,04 
Total Pendapatan r 375.842.005.187,63 367.515.091.913,42 394.967.751.169,42 473.978.187.300,48 560.560.557.651,90 434.572.718.644,57 
RPTP(%) -2,21 7,47 20,00 18,27 5,70 9,84 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Menu run Menurun Meningkat 
Peringkat 7 6 3 2 7 6 

4 Kab. Bengkulu Tengah 
Total Pendapatan i 115.435.944.408,29 331.467.251.982,75 391.166.071.575,62 404.008.617.700,15 458.965.742300,00 340.208.725.613,36 
Total Pendapatan r Tidak Ada 115.435.944.408,29 331.467.251.982,75 391.166.071.575,62 404.008.617.700,15 99.366.230.853,34 
RPTP (%) - 187,14 18,01 3,28 13,60 55,51 
Kriteria - Meningkat Menurun Menurun Meningkat Mcningkat 
Peringkat - 1 5 9 4 1 

5 Kab. Bengkulu Utara 
Total Pendapatan i 452.25 5. 879.286,35 491.578.362.701,48 658.958.050.834,11 637.197.151.792,06 689.468.952.000,00 585.891.6 79322,80 
Total Pendapatan r 555.557.048.116,76 452.25 5.879.286,35 491.578.362.701,48 658.958.050.834,11 637.197.151.792,06 559.109.298.346, 15 
RPTP(%) -18,59 8,69 34,05 -3,30 8,20 5,81 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Mcningkat 
Peringkat 

-
10 4 l ll 

.. 
5 9 

·- - -- -··- ----- -- -
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPTP 
2009 2010 20ll 2012 2013 

6 Kab. Mukomuko 
Total Pendapatan i 384.099.956.026,41 397.649.695.233,52 418.638 587 193,48 463.290.436.824,93 4 73.580.908.200,00 427.451.916.695,67 
Total Pendapatan r 333.464.564.722,56 384 099 956 026,41 397.649.695.233,52 418.638.587.193,48 463.290.436.824,93 399.428.648.000, 18 
RPTP(%) 15,18 3,53 5,28 10,67 2,22 7,38 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat I 10 II 6 8 8 

7 Kab. Kaur 
Total Pendapatan i 294.018.794.929,45 316.148.803.900,25 365.412.752.616,15 430.696.678.776,42 461.126.824.400,00 373.480.770.944,45 
Total Pendapatan r 281927 136 088,12 294.018.794.929,45 316.148.803.900,25 365.412.752.616,15 430.696.678.776,42 33 7.640.833.262,08 
RPTP (%) 4,29 7,53 15,58 17,87 7,06 10,47 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 4 5 7 3 6 4 

8 Kab. Seluma 
Total Pendapatan i 342.548.224.324,81 348.194.074.751,43 443.435.814.889,58 486.402.190.725,83 575.579.661.700,00 439.231.793.278,33 
Total Pendapatan r 338.880 016.956,42 342.548.224324,81 348.194 074 751,43 443.435.814.889,58 486.402.190.725,83 391.892.064329,61 
RPTP (%) 1,08 1,30 27,35 9,69 18,33 11,55 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 6 II 2 7 2 3 

9 Kab. Kepahiang 
Total Pendapatan i 364.641691911,33 380348.105.067,26 415.929.103.351.76 427.421.3 78.60 I ,93 363.018.004.600,00 390.271.656.706,46 

' Total Pendapatan r 336349.130.876,83 364.641691911,33 380348.105 067,26 415.929.103351,76 427.421378.60 I ,93 384.937.881961,82 
RPTP(%) 8,41 4,31 9,35 2,76 -15,07 1,95 

I 
Kriteria Meningkat Menu run Mcningkat Menurun Menurun Meningkat 
Peringkat 2 9 9 10 I II 

10 Kab. Lebong 
Total Pendapatan i 311.395.371741,06 325.878.63 7.650,30 386.300.497.723,93 402.267.118.552,47 470.564.114.000,00 379.281 147.933,55 
Total Pendapatan r 298.94 7.719.275,99 311J95371741,06 325.878.63 7.650.30 386300.497.723,93 402.267.118.552,47 344 957.868.988.75 
RPTP (%) 4,16 4,65 18,54 4,13 16,98 9,69 
Kriteria Meningkat Meningkat Meningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 5 8 4 8 3 5 

II Kab. Rejang Lebong 
Total Pendapatan i 4 79.808.456319,22 516.012.940.894,90 558.241.358.035,27 630.815.936.603,71 635.081.809.100,00 563.992.100.190,62 
Total Pendapatan r 509.210.205.320,74 479.808.456.319,22 516.012.940.894,90 558.241358.035,27 630.815.936.603,71 538.817 779.434.77 
RPTP (%) -5,77 7,54 8,18 13,00 0,007 4,59 
Kriteria Menu run Meningkat Meningkat Meningkat Menu run Meningkat 
Peringkat 8 7 10 4 10 10 

- - - - - ·- - -

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan : i = Tahun berjalan; r = Tahun sebelumnya; RPTP = Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 
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3. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 

No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPBP 
2009 2010 20ll 2012 2013 

I Provinsi Bengkulu 
Belanja Pembangunan i 249.114.223.801,50 165.061.964.330,00 220.889.559.2 73,00 290.264.659.208,00 303.3 78.856.000,00 245.741.852.522,50 
Belanja Pembangunan r 388.314.528.657,00 249.114.223.801,50 165.061.964.330,00 220.889.559.273,00 290.264.659.208,00 262.728.987.053,90 
RPBP (%) -35,85 -33,74 33,82 31,41 4,52 0,03 
Kriteria Menurun Menurun Meningkat Menu run Menurun Meningkat 
Peringkat 9 8 4 2 7 8 

2 Kota Bengkulu 
Belanja Pembangunan i I 09.642.344.741,00 I 03.582.739.433,00 82.133.098.256.00 63.152.680.636,28 123.577383.000,00 96.417.649.213,26 
Belanja Pembangunan r I 02.732.788.683,00 I 09.642.344.741,00 I 03.582.739.433,00 82.133.098.256,00 63.152.680.636,28 92.248.730.349,86 
RPBP (%) 6,72 -5,53 -20,71 -23,11 95,68 10,61 
Kriteria Meningkat Menu run Menurun Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 3 4 10 9 I 3 

3 Kab. Bengkulu Selatan 
Total Belanja Pembangunan 74.103.206.985,00 44.997.459.154,00 76.175.630.262,95 81.760.404.114,00 92.770.057.000,00 73.961.351.503, 19 
Total APBD 116313.915.863,00 74.103 206 985.00 44.997.459.154,00 76.175.630.262,95 81.760.404.114,00 78.670.123.275,79 
RBPPAD(%) -36,29 -39,28 69,29 7,33 13,47 2,90 
Kriteria Mcnurun Menu run Meningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 10 9 I 6 5 7 

4 Kab. Bengkulu Tengah 
Belanja Pembangunan r 8.849.814.877,00 I 00300.202.584,00 121.922.739.162,00 77.494.882.709,00 81 166.701.100,00 77.946.868.086,40 
Belanja Pembangunan r Tidak Ada 8.849.814 877,00 100300 202.584.00 121.922.739.162,00 77.494.882.709,00 77.141.909.833,00 
RPBP (%) - 103,33 21,56 -36,44 4,74 23,30 

I 
Kriteria - Meningkat Mcnurun Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat - I 5 II 8 I 

5 Kab. Bengkulu Utara 
Belanja Pembangunan i 97.368.142.486,00 93 796369.071,00 125.568.631.058,46 172.744.148.882,00 129.086.064.300,00 123.712.671.600,49 
Belanja Pembangunan r 124.799.607.544,00 97.368.142.486,00 93.796.369.071,00 125.568.631.058,46 172.744.148.882,00 122.855.379.808,29 
RPBP (%) -21,98 -3,67 33.87 37,57 -25,27 4,10 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat 
Peringkat 8 2 3 I II 

--
4 

- -------- -
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No Keterangan 
Tahun Anggaran 

Rata-rata RPBP 
2009 2010 20ll 2012 2013 

6 Kab. Mukomuko 
Belanja Pembangunan i 154.152307.934,00 86.720.376.656,00 75.261.833.174,00 96.458.3 76.617,00 116.257.076.200,00 105.769.994.116,20 
Belanja Pembangunan r 92.971.277.293,00 154.152.307.934,00 86.720376.656,00 75.261.833.174,00 96.458376.617,00 101.112.834334,80 
RPBP(%) 65,81 -43,74 -13,21 28,16 20,52 II ,51 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Mcningkat Menu run Mcningkat 
Peringkat I 10 9 3 3 2 

7 Kab. Kaur 
Belanja Pembangunan i 102 616 810 992,00 71.749.816.640,00 81463 378 942,00 89.4 74.914.520,00 I 06387.855.800,00 90 338.555378,80 
Belanja Pembangunan r 100 246 210347,00 I 02.616.810.992,00 71.749 816 640,00 81.463378.942,00 89.474.914.520,00 89.110.226.288,20 
RPBP(%) 2,36 -30,08 13,54 9,83 18,90 2,91 
Kriteria Meningkat Menu run Meningkat Menu run Meningkat Meningkat 
Peringkat 4 7 6 5 4 6 

8 Kab. Seluma 
Belanja Pembangunan i 107427341.216,40 I 02.449.087.40 I ,60 140.558.256.180,30 91.214.819.589,00 95.998.020.100,00 I 07.529.504.897,46 
Belanja Pembangunan r 127.048.032.446,00 107427.341.216,40 I 02.449.087.40 I ,60 140.558.256.180,30 91.214.819.589,00 113.739.507.366,66 
RPBP (%) 15,44 -4,63 37,20 -35,10 5,24 3,63 
Kriteria Meningkat Menu run Mcningkat Menurun Meningkat Meningkat 
Peringkat 2 3 2 10 6 5 

9 Kab. Kepahiang 
Belanja Pembangunan i 178.123.264.691,00 152.902.151.212,22 120.657.709.933,00 99.238.530.531,00 I 00346.210.100,00 130.253.573.293,44 
Belanja Pembangunan r 195.44 7.615.468,70 178.123.264.691,00 152 902.151.212.22 120.657.709.933,00 99.238.530.531,00 149.273.854367,18 
RPBP (%) -8,86 -14,16 -21,09 -17,75 1,12 -12,15 
Kriteria Menu run Menurun Menurun Meningkat Meningkat Menurun 
Peringkat 5 5 II 8 9 10 

10 Kab. Lebong 
Belanja Pembangunan 1 146.575.011.467,00 86.925.458.114,00 93.852.512.960,00 96.833.451.572,00 76.931.645.600,00 I 00.223.615.942,60 
Belanja Pembangunan r 155348396 565,00 146.575.011.467,00 86.925.458.114,00 93.852.512.960,00 96.833.451.572,00 115 906966.135,60 
RPBP (%) -5,65 -94,07 7,97 3,28 -20,55 -21,80 
Kriteria Menu run Menurun Meningkat Menurun Menurun Menu run 
Peringkat 6 II 7 7 10 II 

II Kab. Rejang Lebong 
Belanja Pembangunan i 130.993.941.238,23 110.280.247.099,00 95.939.347.692,00 I 06.638.596.740,00 138.811.914.200,00 116.532.809393.85 
Belanja Pembangunan r 167364.814.088,49 130 993.941238,23 110.280.247.099,00 95.939347.692,00 I 06.638.596.740,00 122.243389371,54 
RPBP (%) -21,73 -15,81 -13,00 11,15 30,17 -1,84 
Kriteria Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menu run 
Peringkat 7 6 8 4 2 9 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan : i = Tahun berjalan; r = Tahun sebelumnya; RPBP = Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 
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Daerah 

I 

Provinsi 
Bengkulu 

Kota 

Bengkulu 

Kabupaten 
Bengkulu 
Selatan 

Kabupaten 
Bengkulu 
Tengah 

Kabupaten 
Bengkulu 

Utara 

Kabupaten 
Mukomuko 

Kabupaten 
Kaur 

Kabupaten 
Seluma 

Lampiran 7 
Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 

TA PPD BP pp SILPA 

2 3 4 5 6 

2009 203.676.210.499,00 332.155.015.835,00 190.000.000.000,00 I 0.570.145.969,86 

2010 259.804.030.509,00 373.371.358.338,00 553.500.000,00 39.678.718.523,42 

2011 333.095.936 272,00 420.941.990.890,00 106.339.950,00 197.339.470.817,67 

2012 370.247.702.785,00 480.477.357.766,00 0,00 241412.061.284,26 

2013 373.158.670.000,00 486.096.954.000,00 60.000.000.000,00 243.975.006.000,00 

2009 13.544.381.210.90 284.122.146.008,00 1.000.000.000,00 18.664.720.466,20 

2010 13 059.423 641,00 342.141.520.021,00 2.500.000.000,00 14.739.305 .I 06,82 

2011 22.608.291.563,00 3 86.23 3.629.048,00 12.500.000.000,00 17.967.639.421,09 

2012 29.103 3 78.185,84 437.795.578.3 79,00 16.648.731.153,00 1.756.866.043,00 

2013 30.562.328.000,00 446.474.471 000,00 1.000 000.000,00 102.780.171.400,00 

2009 1.771.707.506,82 208.689.714.519,00 0,00 27.904.391.879,58 

2010 2.169.125.050,60 263.023.570.447,00 I 188.061.005,59 25.401.154.108,05 

2011 2.756.021.275,00 298439 020 519,00 67.732.888,97 22.819.140.590 

2012 3.280.921.642,00 3 51J 71.605.720,00 6.203.453.625,0 I 3 7.493.002.042,50 

2013 2.624.705. 700,00 3 73 303.869.800,00 I 0.623.911300,00 1.187.704.700,00 

2009 1652.713.172,72 82.740.990.580,00 I 00.000.000,00 8337.512429,07 

2010 640.917.363,82 139.438.924.191,01 1.000.000.000,00 43.417.557.262,81 

2011 1.174.560.256,17 177377.495.048,00 0,00 21.988.755.145,43 

2012 1.756.866.043,00 216.849.419.884,00 1.815.136.209,00 16.653.873.887,79 

2013 1.910.139.600,00 226.898.738.500,00 6.731.201.600,00 105.269.902.200,00 

2009 2.626.619.141,00 227.205.015.787,00 0,00 48.042.566.046,09 

2010 2.532.823. 756,00 277.353.981.703,00 0,00 48.998.115.126,56 

2011 4.352.559.017,00 335.187.464.687,00 0,00 114.990.981.072,27 

2012 4.609.725.527,00 382.262.773.957,00 0,00 67.000.987.469,21 

2013 7.259. 751.000,00 424.069.752.100,00 20.000.000.000,00 24.453.703.900,00 

2009 1.980.637.617,00 150.3 16.828.941,00 21.875.000.000,00 562.254.493.97 

2010 1.884.321.806,00 183.501.714.440,00 43.796.212.308,00 5.712.650413,49 

2011 2.819.985.979,50 210.361.731315,00 28.242.652.644,00 23.961.152.870,97 

2012 3.277.739.334,00 258.029.961.894,00 5.224.716. 729,00 34.039.309.688,97 

2013 3.288.079.300,00 295.138.788.700,00 3.520.178.000,00 5.428.217.800,00 

2009 1.017.0 18.729,00 121.273.796.104,06 1.000.000.000,00 6.179.787.614,10 

2010 1.018.644.803,00 149.807.278.742,00 212.082.400,00 6.880.249.846,3 

2011 1.263.905.585,32 180.929.263.053,00 2.191586,070,00 14.554.351.714,50 

2012 2.294.086.059,67 198.802.806.327,00 1.205.737.965,00 27.508.527.689,92 

2013 2.494401.900,00 203.402.127.000,00 8.811019.800,00 4.677.565.000,00 

2009 1.609.234.160,96 166.231.517.508,60 0,00 39442.612.692,23 

2010 2.367.292.628,71 200.958.155.052,00 0,00 13.311.722.897,66 

2011 2.822.239.120,96 227.098.747.678,00 1.000,00 19.604.730346,94 

2012 3.395.490.091,05 256.099.042.435,00 0,00 94.331.716.797,77 

2013 7.721.708.300,00 339.249.776.400,00 1811019.800,00 93.020.231.100,00 

Jdalam rupiah 

PDRB 

7=3+4+5+6 

736.401.372.303,86 

673.407.607.370,42 

951.483.737.929,67 

1.092.137.121835,26 

1.163.230.630.000,00 

317.331.24 7.685, I 0 

372.440.248.768,82 

439309.560.032,09 

485 304.553.760.84 

580.816.970.400,00 

238.365.813.905,40 

291.781910.611,24 

324.80 I. 915.273,58 

398.348.983.029,51 

387.740.191500,00 

92.831.216.181,79 

184.497.398.817,64 

200.540.810449,60 

237.075.296.023,79 

340.809.981.900,00 

277.87 4.200.974,09 

328.884.920.5 85,56 

454.531.004.776,27 

453.873.486.953,21 

4 75.783.207.000,00 

174.734.721.051,97 

234.894.898.96 7,49 

265.385.522.809,47 

300.571.727.645,97 

307.375.263.800,00 

129.470.602.447.16 

157.918 255.791,30 

198.939.106.422,82 

229.811 158.041,59 

219.385.113.700,00 

207.283.364.361,79 

216.637.170.578,37 

250.525.717.145,90 

353.826.249.323,82 

441.802.735.600,00 
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Daerah TA PPD BP 

I 2 3 4 

Kabupaten 2009 I .625.940.245,43 I I 8.305.397.779,00 

Kepahiang 20IO 1.902.060.658,72 I 49.800.625.017,00 

2011 2.286.960.285,07 186.234.220.558,00 

2012 2.432.543. 729,67 208.042397.596,00 

2013 3.087.116 600,00 113.402.127.000,00 

Kabupaten 2009 1.151228.772,00 118.525.051905,00 

Lebong 2010 1.222.123. 778,00 148.255.816.924,00 

2011 1.600.697.822,00 169.304.432.242,00 

2012 1.875.809.4 72,00 200.996.103.746,80 

2013 921J54.200,00 234.093.687.500,00 

Kabupaten 2009 2.778.581.70 I ,00 244. I 15.18430I,60 

Rejang 2010 3.062.405.510,00 278.078.879.763, I 0 

Lebong 2011 4.186.628.583,00 317.487.508.567,95 

2012 5.282365.933,00 359.195.350.520,00 

2013 5.958321 000,00 214.892393.500,00 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan: 
T A = Tahun Anggaran 
PPD = Pendapatan Pajak Daerah 
BP = Belanja Pegawai 
PP = Pengeluaran Pembiayaan 
SILP A = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

pp SILPA PDRB 

5 6 7=3+4+5+6 

0,00 I 9.407.875.77 I ,37 I 39.339.2 I 3.795,80 

511.650.400,00 19.746.963.514,41 I 71.961.299.590,13 

15.757.6 I 7.455,81 21.553.422.0 I 8,36 225.832.220.317,24 

0,00 4 7.159.972.436,29 257.634.913.76 I ,96 

7 370.500.000,00 79.560.457.200,00 203.420.200.800,00 

I .422.543388,00 26.986.869.150,65 148.085.693.215,65 

6.275.202348,00 16.782.237.502,95 172.535.380.552,95 

8.074. I 73.569,35 31973.037 980,53 210.952341613,88 

5.172.287300,00 35.781500.631,20 243.825.701.150,00 

4.269.620.000,00 68330.913.700,00 307.615.575.400,00 

I 74. I 76.205,40 35.888.698.252,76 282.956.640.460,76 

4.699.894.4 I 8,00 314 I 1983.869,89 316.983.163.560,99 

402.907.472,82 40.049.167 924,99 362.126.2 I 2.548,76 

848.182.124,22 50.306.132.502, II 415.632.031.079,33 

3339.762.400,00 131 188.81 1000,00 355379.287.900,00 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lampiran 8 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 Berdasarkan Nilai Pendapatan Domestik 
Regional Bruto (PDRB) 

Daerah TA PDRB 1 (Rupiah) PDRB 1 _ 1 (Rupiah) PE (%) 

Provinsi 2009 736.401.372.303,86 760.829.146.655,64 -3,21 
Bengkulu 2010 673.407.607.370,42 736.401.372.303,86 -8,55 

2011 951.483.737.929,67 673.407.607.370,42 41,29 
2012 1.092.137.121.835,26 951.483.737.929,67 14,78 

2013 1.163.230.630.000,00 1.092.137.121.835,26 6,51 

Kota 2009 317.331.247.685,10 299.071.781.837,17 6,10 
Bengkulu 2010 372.440.248.768,82 317.331.247.685,10 17,37 

2011 439.309.560.032,09 372.440.248.768,82 17,95 
2012 485.304.553.760,84 439.309.560.032,09 10,47 

2013 580.816.970.400,00 485.304.553.760,84 19,68 

Kabupaten 2009 238.365.813.905,40 219.821.098.640,74 8,44 
Bengku1u 2010 291.781.910.611,24 238.365.813.905,40 22,41 
Selatan 2011 324.801.915.273,58 291.781.910.611,24 11,32 

2012 398.348.983.029,51 324.801.915.273,58 22,64 

2013 387.740.191.500,00 398.348.983.029,51 -2,66 

Kabupaten 2009 92.831.216.181,79 Belum Ada Data -
Bengkulu 2010 184.497.398.817,64 92.831.216.181,79 98,74 
Tengah 2011 200.540.810.449,60 184.497.398.817,64 8,70 

2012 237.075.296.023,79 200.540.810.449,60 18,22 

2013 340.809.981.900,00 237.075.296.023,79 43,76 

Kabupaten 2009 277.874.200.974,09 316.230.818.908,74 -12,13 
Bengkulu 2010 328.884.920.585,56 277.874.200.974,09 18,36 
Utara 2011 454.531.004.776,27 328.884.920.585,56 38,20 

2012 453.873.486.953,21 454.531.004.776,27 -0,14 

2013 475.783.207.000,00 453.873.486.953,21 4,83 

Kabupaten 2009 174.734.721.051,97 201.944.848.524,56 -13,47 
Mukomuko 2010 234.894.898.967,49 174.734.721.051,97 34,43 

2011 265.385.522.809,47 234.894.898.967,49 12,98 
2012 300.571.727.645,97 265.385.522.809,47 13,26 

2013 307.375.263.800,00 300.571.727.645,97 2,26 
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No Daerah TA PDRB 1 (Rupiah) 

7 Kabupaten 2009 129.470.602.447,16 
Kaur 2010 157.918.255.791,30 

2011 198.939.106.422,82 

2012 229.811.158.041,59 

2013 219.385.113.700,00 

8 Kabupaten 2009 207.283.364.361,79 
Se1uma 2010 216.63 7.170.578,3 7 

2011 250.525.717.145,90 
2012 353.826.249.323,82 

2013 441.802.735.600,00 

9 Kabupaten 2009 139.339.213.795,80 
Kepahiang 2010 171.961.299.590,13 

2011 225.832.220.317,24 
2012 257.634.913.761,96 
2013 203.420.200.800,00 

10 Kabupaten 2009 148.085.693.215,65 
Lebong 2010 172.535.380.552,95 

2011 210.952.341.613,88 
2012 243.825.701.150,00 

2013 307.615.575.400,00 

11 Kabupaten 2009 282.956.640.460,76 
Rejang 2010 316.983.163.560,99 
Lebong 2011 362.126.212.548,76 

2012 415.632.031.079,33 

2013 355.379.287.900,00 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
Keterangan: 
TA = Tahun Anggaran 

PDRB 1 _ 1 (Rupiah) PE(%) 

140.070.73 7.008,71 -7,57 
129.470.602.447,16 21,97 
157.918.255.791,30 25,98 

198.939.106.422,82 15,52 

229.811.158.041,59 -4,54 

222.960.284.080,66 -7,03 
207.283.364.361,79 4,51 
216.637.170.578,37 15.64 
250.525.717.145,90 41,23 

353.826.249.323,82 24,86 

153.506.226.995,58 -9,23 
139.339.213.795,80 23,41 
171.961.299.590,13 31,33 
225.832.220.317,24 14,08 
257.634.913.761,96 -21,04 

141.930.820.855,28 4,34 
148.085.693.215,65 16,51 
172.535.380.552,95 22,27 
210.952.341.613,88 15,58 

243.825.701.150,00 26,16 

266.994.173.284,15 5,98 
282.956.640.460,76 12,02 
316.983.163.560,99 14,24 
362.126.212.548,76 14,78 

415.632.031.079,33 -14,50 

PDRB 1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun anggaran yang dihitung 
PDRB 1_1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya 
PE = Pertumbuhan Ekonomi 
Tanda (-) = Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 
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Rasio Kemandirian 
Rasio Efektivitas 
Rasio Efisiensi 
Rasio Aktivitas 

Lampiran 9 
Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

N Maximum 

55 33.28 
44 103.51 
44 95.10 
55 28.47 

Debt Service Coverage Ratio 36 106.28 
Rasio Pertumbuhan 54 41.85 
Pertumbuhan Ekonomi 54 33.25 
Valid N (listvvise) 55 

Minimum Mean 

1.23 5.77 
94.83 98.67 
86.92 91.79 
22.27 24.67 

-42.45 11.76 
-2.75 12.22 
3.48 13.05 
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0 s ne-

N 
Normal 
ParameterJ.b Mean 

Std Deviation 
Most Extreme 

Absolute 
Differences 

Positive 
Negative 

Kolmogorov-
Smirnov Z 
Asymp. Sig 
(2-tailed) 

a. Test d1stnbut1on IS Normal. 
b. Calculated from data. 

Lampiran 10 
Hasil Uji Normalitas 

ample o mogorov- m1rnov I K I s . 
RK RE REf 

55 44 44 

5.77 98.67 91 79 
.064 3.699 3.257 

.068 181 178 

.073 094 .117 
-.082 -181 -178 

.724 1 648 1.562 

.161 185 .154 

T est 

RA DSCR RP PE 

55 36 54 54 

24.67 11.76 12.22 13.05 
2.461 1.824 1.758 1.206 

.113 .072 .075 .087 

.095 .060 062 .065 
-.108 -.069 -079 -.076 

1.003 1.042 1.154 .899 

068 076 140 .394 
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Lampiran 11 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2

) dan Autokorelasi 
0 e M dIS ummary 

Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
1 .4193 .176 .670 6.782 1.707 
a. Predictors: (Constant). RK. RE. REf. RA. DSCR. RP 
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2 

0 

-3 

Lampiran 12 
Hasil U ji Heteroskedastisitas 

Scatter Plot 
Dependent Variable: PE 

0 

ooo 0 

0 0 0 

0 

0 0 

0 
0 

0 

2 -1 0 1 

Regression Standardized Predicted 

0 

0 

2 
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Lampiran 13 
Hasil Uji F (F-Test) 

Model Sum of Squares df Mean Square 
1 Regression 1128.576 3 376.192 

Residual 2391.740 52 45.995 
Total 3520.316 55 

a. Predictors: (Constant). RK. RE. REf. RA. DSCR. RP 
b. Dependent Variable: PE 

F Sig. 
8.179 .0073 
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Lampiran 14 
Hasil U ji Regresi Linier Berganda 

Coefficients a 

Unstandardized Standardized Collinearity 
Coefficients Coefficients Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.548 8.122 1.256 .026 
RK .263 .114 .266 1.580 .012 .774 1.291 
RE -.013 .071 .238 1.307 .063 .891 1.325 
REf .096 .111 .208 1.033 .045 .953 1.019 
RA .114 .069 .224 1 233 .014 987 1.013 
DSCR -.002 097 .232 1.286 .086 .965 1.036 
RP .172 .107 .116 1.078 .021 826 1.458 

a. Dependent Vanable: PE 
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